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ABSTRAK 

Muhammad Reza (2021), “Analisis Penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi 

Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) 

Kota Medan” dibawah bimbingan Dr. Saparuddin, SE. Ak, SAS, M.Ag 

sebagai Pembimbing Skripsi I dan Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A sebagai 

Pembimbing Skripsi II.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan realisasi anggaran 

pemerintah kota medan yang disusun BPKAD Kota Medan dengan mengacu pada 

PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik 

pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan studi 

dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

dengan daftar checklist. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat di jalan Kapten Maulana Lubis No. 

2 medan, Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan 

PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 100% 

dengan menggunakan rumus Dean J.Champion. Hal ini berarti penerapan Laporan 

Realisasi Anggaran di lingkungan pemerintah kota medan sudah sesuai dengan 

PSAP No.02 PP No. 71 Tahun 2010. 

 

Kata Kunci : Laporan Realisasi Anggaran, PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 Tahun 

dddddddddddi2010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tata kelola pemerintahan yang bagus (Good Governance) ialah prinsip 

pokok untuk pemerintahan suatu negeri, salah satunya Indonesia. Perihal inilah 

yang mendesak pemerintah pusat serta pemerintah wilayah di Indonesia 

mempraktikkan transparansi serta akuntabilitas publik. Bagi mardiasmo, 

Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban orang yang bertindak sebagai 

pemegang sebuah amanah (agent) untuk menyerahkan pertanggungjawaban, 

menyajikan, memberi tahu, serta mengatakan seluruh kegiatan serta aktivitas yang 

jadi tanggungjawabnya kepada orang yang memberikan amanah (principal) yang 

mempunyai hak serta kewenangan buat meminta laporan pertanggungjawaban 

tersebut.
1
 

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersifat transparan 

dan akuntabilitas maka diperlukan penyajian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun 

dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang 

mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan suatu ketentuan atau 

aturan untuk melakukan penyusunan serta penyajian laporan keuangan yang 

dihasilkan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah di indonesia untuk 

mewujudkan transparansi serta akuntabilitas, SAP digunakan buat membagikan 

kelancaran untuk pemerintah pusat ataupun daerah ketika melakukan penataan 

laporan keuangan. SAP yang berlaku sekarang termaktub di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 dan penyusunannya wajib mengikuti 

                                                 
1
Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta:Andi, 2009) h. 20 



2 

 

 

 

peraturan tersebut. Pelaksanaan SAP wajib dilaksanakan supaya terdapat 

kesamaan penyajian laporan keuangan di seluruh pemerintahan di Indonesia.
2
 

Seperti yang sudah disebutkan, SAP termaktub di dalam PP Nomor. 71 

Tahun 2010, satu diantara karakteristik dari perubahannya merupakan pemakaian 

basis akuntansi dalam penggunaannya, dari yang awalnya basis kas jadi basis 

akrual, yang mana basis kas melakukan pencatatan transaksi dikala terjadi 

penerimaan serta pengeluaran kas namun tidak menulis aset serta kewajiban, 

sebaliknya basis akrual menulis transaksi saat terbentuknya transaksi (baik kas 

ataupun non kas) serta menulis aset serta kewajiban. 

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual 

akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan perwujudan good governance 

serta mengetahui kinerja pemerintah. Ini dikarenakan adanya penyempurnaan 

jenis-jenis laporan keuangan dari semula 4 (empat) menjadi 7 (tujuh) jenis laporan 

keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, 

Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta adanya 

perubahan basis dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual. Dengan 

adanya basis akrual dapat diketahui kinerja anggaran, kinerja operasional 

pemerintah, perubahan kekayaan pemerintah, sumber – sumber penerimaan 

alokasi pengeluaran, posisi keuangan pemerintah serta arus kas pemerintah. 

Dengan adanya PP Nomor 71 tahun 2010 menyempurnakan PP Nomor 24 Tahun 

2005 dan menunjukkan perbedaan dengan pengelolaan keuangan pemerintahan 

sebelum adanya reformasi pengelolaan keuangan pemerintah. 

Dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 terdapat 2 substansi dalam 

pemanfaatan pembukuan dalam pemerintahan, yaitu unsur pembukuan khusus dan 

unsur pengumuman. Substansi pembukuan adalah suatu unit di dalam badan 

publik yang mengelola anggaran belanja, seperti halnya komitmen untuk 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan pembukuan yang 

dilakukannya. Unsur perincian adalah satuan administrasi yang terdiri dari 

                                                 
2
Yoyo Sudaryo, et. al., Keuangan Di Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Andi, 2017), 

h.34 
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sekurang-kurangnya satu unsur pembukuan yang dalam peraturan perundang-

undangan harus mencantumkan laporan pertanggungjawaban, sebagai laporan 

keuangan yang bermanfaat secara luas.
3
 

Dengan terbitnya PP Nomor. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang hendak 

digunakan buat mengantarkan laporan keuangan yang solid serta bisa dijadikan 

alibi buat mengambil keputusan yang diandalkan buat jadi acuan serta standar 

buat diterapkan di lingkup pemerintahan, spesialnya pemerintah pusat, pemerintah 

wilayah, serta unit- unit hierarki di dalam pemerintah pusat/ wilayah yang 

berkewajiban menerbitkan laporan keuangan buat tingkatkan tanggung jawab 

serta kelancaran administrasi keuangan otoritas publik.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 menimpa Standar 

Akuntansi Pemerintahan ada Statment Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 

yang mengendalikan tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi 

Anggaran merupakan laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan seluruh 

kegiatan yang sudah dianggarkan tadinya dengan realisasi yang terjalin dalam 

perihal pengelolaan keuangan pemerintah tersebut sehingga bisa dicoba penilaian 

atas kinerja yang dicapai dalam sesuatu wilayah tersebut. Standar ini dijadikan 

selaku dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam Pemerintah baik 

Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Wilayah. Sehingga, akuntabilitas laporan 

tersebut bisa diandalkan sebagaimana diresmikan dalam peraturan perundang-

undangan. 

Dengan pedoman ini, pada dasarnya, otoritas publik memerlukan 

keterusterangan serta tanggung jawab dalam menyajikan laporan realisasi 

anggarannya. Sementara itu sehabis lahirnya undang- undang ini, masih banyak 

SKPD yang belum memperoleh Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil pemeriksaan BPK atas 541 

LKPD Tahun 2019, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 

485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, 

dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD. Sedangkan 

                                                 
3
Ibid. 



4 

 

 

 

pemeriksaan BPK atas 541 LKPD pada tahun 2020 belum dipublikasikan melalui 

website resmi BPK RI. 

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Manajemen Daerah 

(SIMDA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun komputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan dan pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi 

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Terdiri dari 

Sistem Akuntansi Instansi Bebasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Manajemen 

Daerah (SIMDA). SIMDA dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan 

satuan kerja yang terdiri dari laporan realisasi anggran, neraca, laporan 

operasional, dan laporan perubahan ekuitas.  

Namun, setelah terbitnya Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah, maka alat kerja yang digunakan seluruh OPD di 

Indonesia termasuk BPKAD Kota Medan sudah tidak lagi menggunakan SIMDA, 

tetapi menggunakan SIPD (Sistem informasi pemerintahan daerah). Dengan 

dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan seperti yang terdapat pada pasal 1 

ayat 12 sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD 

adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah 

dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk 

dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem ini wajib 

diterapkan di seluruh instansi pemerintahan daerah di Indonesia. 

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong 

terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta 

informasi pemerintahan lainnya bagi pengambilan keputusan di daerah. Sistem ini 

diharapkan dapat meiningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama 

berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah. 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD juga berfungsi sebagai sistem 

untuk mengumpulkan data secara cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi 

informasi, yang digunakan sebagai perencanaan program dan evaluasi daerah 

secara efisien, rasional, dan efektif. Di BPKAD Kota Medan sendiri sistem ini 
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mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah di bidang administrasi moneter daerah dalam lingkup akuntansi, anggaran, 

perbendaharaan dan pelaporan. 

Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan 

mempermudah melakukan proyeksi dan evaluasi pelayanan publik pemerintah 

khususnya di BPKAD Kota Medan. Tentunya dalam menjalankan program ini 

tidaklah mudah, harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi 

yang terlibat, perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa 

masalah, pertanyaan pro kontra mengenai kelayakan SIPD untuk mengganti peran 

SIMDA terus menerus timbul. Berdasarkan survey awal, penulis menemukan 

beberapa masalah, yang paling baru muncul adalah terkait dengan kompetensi 

sumber daya manusia pemerintah daerah dan sistem yang digunakan dalam 

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Syahrial Rangkuti selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Medan, 

penggantian sistem sebagai alat kerja yang terlampau cepat serta dibarengi dengan 

sistem yang belum sempurna menyebabkan banyak SKPD kewalahan serta 

banyak pekerjaan yang tertunda. Pada tahun sebelumnya BPKAD Kota Medan 

masih memakai SIMDA dan itu tidak ada terjadi kendala dalam pemakaiannya, 

namun dikarenakan peralihan sistem maka seluruh Pemerintah daerah dan OPD 

wajib menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah). Namun, karena aplikasi tersebut masih sedang dalam tahap uji coba, 

maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa OPD khususnya 

pada BPKAD Kota Medan seperti pergeseran anggaran yang tertunda, sistem 

penggajian yang terhambat, dan juga jaringan SIPD yang sering error sehingga 

terjadi penghambatan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan SPD (Surat 

Penyediaan Dana), pembuatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), Pembuatan SPP 

(Surat Perintah Pembayaran), pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar), serta 

pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Ditambah lagi efek pandemi 

Covid-19 yang melanda Indonesia sejak maret 2020 juga menimbulkan banyak 

masalah baru yang mengharuskan setiap orang harus mengurangi interaksi 
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langsung dengan orang lain dan menyebabkan hampir seluruh pekerjaan 

dilakukan dari rumah atau work from home.  

Pemerintah Kota Medan telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran 

selaku salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam penyajian 

Laporan Realisasi Anggaran ini, penulis mau memperhitungkan serta mempelajari 

gimana penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah 

Kota Medan. Apakah sudah cocok ataupun belum cocok dengan PSAP No 02 PP 

No 71 Tahun 2010. Sebab bila laporan Realisasi yang disajikan tersebut belum 

cocok dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 02, maka akan 

menyebabkan kesalahan dalam perihal pengambilan keputusan untuk pihak 

pengguna terkhusus Pemerintah Kota Medan. 

Dengan penjelasan diatas, penulis ingin meneliti bagaimana penerapan dan 

penyajian serta penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan 

yang disusun Badan Penelola Keuangan serta Peninggalan wilayah Kota Medan 

bersumber pada PSAP No 02 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 

Tahun 2010 serta mengangkut judul riset :“Analisis Penerapan Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintah  (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi 

Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Medan).” 

B. Rumusan Masalah 

Dari landasan permasalahan yang sudah dikemukakan, maka rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan LRA Pemerintah Kota Medan yang disusun oleh Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan? 

2. Apakah penerapan LRA yang disusun oleh BPKAD Kota Medan sudah sesuai 

dengan PSAP Nomor 02 yang diatur dalam PP Nomor 71 tahun 2010? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari landasan permasalahan dan rumusan masalah yang sudah dikemukakan 

diatas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui penerapan penyajian LRA Pemerintah Kota Medan yang 

disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. 

2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan LRA yang disusun Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan PSAP Nomor 02 

yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan 

pengetahuan serta wawasan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan 

PSAP Nomor 02 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota 

Medan. 

2. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 

Sebagai informasi dan bahan masukan untuk mengulas kembali tentang 

PSAP No 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.  

3. Bagi Pembaca dan Peneliti Lainnya  

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan pembanding dalam penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teoritis 

1. Akuntansi Pemerintahan  

a. Pengertian Akuntansi Pemerintahan 

Akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, 

ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan 

pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-

transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan 

keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut.
1
 

Dalam era globalisasi dan tuntutan perubahan yang semakin luas, 

tugas pembukuan sebagai alat perekam semakin dibutuhkan. Kepentingan 

ini tidak hanya diharapkan untuk administrasi suatu zat, tetapi juga untuk 

kebutuhan tanggung jawab terhadap banyak perkumpulan yang 

membutuhkannya. Dalam dunia bisnis (Komersial), pembukuan telah 

tercipta seiring dengan kemajuan bisnis. Hal ini membuat pembukuan 

memiliki pilihan untuk berubah dan berkreasi seiring dengan kemajuan 

dunia usaha. Pembukuan pemerintah merupakan bidang pembukuan yang 

saat ini sedang berkembang pesat. 

Peningkatan pembukuan pemerintah tidak secepat pembukuan 

bisnis. Penjelasannya, atributnya tidak banyak berubah. Dengan adanya 

permintaan masyarakat, pembukuan pemerintah menjadi signifikan. 

Semakin besar aset yang diawasi oleh otoritas publik, semakin menonjol 

permintaan tanggung jawab moneter sebagai jenis keterusterangan 

moneter dalam pemerintahan. 

Akuntansi Pemerintahan dapat dicirikan sebagai gerakan 

menawarkan jenis bantuan untuk memberikan data moneter pemerintah 

tergantung pada cara yang paling umum dari pencatatan, pemesanan, 

                                                 
1
Nantono dan Namira Ufrida Rahmi, Pengantar Akuntansi, (Yogyakarta: Budi Utama, 

2018), h. 2 
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penjumlahan, pertukaran moneter administrasi dan terjemahan data 

moneter.
2
  

Akibatnya, sebagai aturan, perjanjian ini sama dengan pembukuan, 

perbedaannya terletak pada jenis pertukaran yang dicatat dan kliennya. 

Jenis yang dicatat dalam pembukuan pemerintah adalah pertukaran 

moneter pemerintah. Klien secara keseluruhan adalah individu di mana 

saja yang ditangani oleh organisasi administratif, pemerintah, dan bos 

pinjaman, misalnya, IMF, ADB, dan lainnya. 

Kebutuhan akan pembukuan pemerintah semakin besar sehingga 

disiplin pembukuan memasukkan pembukuan pemerintah sebagai cirinya. 

Dengan diakuinya pembukuan pemerintah dalam disiplin pembukuan, 

pembukuan menjadi lebih berfluktuasi. 

Setiap kali dipesan, luasan pembukuan dipisahkan menjadi dua, 

yaitu pembukuan mini dan pembukuan skala besar. Pembukuan 

pemerintah dan pembukuan bisnis dikenang sebagai pembukuan mini, 

sedangkan pembukuan sosial dan pembukuan umum dikenang untuk 

pembukuan skala besar. 

 

b. Tujuan Pemerintah dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan Pemerintah  

Sebagai jenis asosiasi area publik, ia memiliki tujuan keseluruhan 

untuk mengembangkan individu. Untuk memahami hal ini, individu 

membuat pedoman umum yang harus dipenuhi oleh otoritas publik 

sebagai konstitusi atau konstitusi dan undang-undang dan pedoman yang 

berbeda. Dengan demikian, terdapat perbedaan perlakuan pembukuan 

pemerintah dengan pembukuan bisnis sejauh tujuan dan perkiraan 

pelaksanaannya. Meskipun tujuan kedua asosiasi tersebut unik, pada 

umumnya alasan pembukuan pemerintah dan pembukuan bisnis adalah 

untuk memberikan data moneter tentang pertukaran moneter yang 

dilakukan oleh asosiasi tersebut dalam periode tertentu. Dengan demikian, 

                                                 
2
Nur Amalia Hasanah dan Achmad Fauzi, Akuntansi Pemerintahan, (Bogor: In Media, 

2017), h. 1 
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pembukuan pemerintah dan pembukuan bisnis secara eksplisit memiliki 

sasaran sebagai berikut:  

1) Akuntabilitas 

Kapasitas tanggung jawab lebih luas daripada hanya konsistensi 

dengan undang-undang dan pedoman yang sesuai, namun juga 

berfokus pada pemanfaatan aset secara hati-hati, produktif, sukses dan 

moneter. Alasan mendasar untuk tanggung jawab ditekankan kepada 

setiap direktur atau eksekutif yang dapat meneruskan tanggung jawab 

keuangan dengan menyerahkan laporan keuangan. 

2) Manajerial 

Pembukuan pemerintah memungkinkan otoritas publik untuk 

melakukan kapasitas administrasi dengan mengatur melalui pengaturan 

APBN dan metodologi perbaikan lainnya..  

3) Pengawasan 

Pembukuan pemerintah dibuat untuk mempertimbangkan 

pengawasan yang lebih sederhana terhadap penatausahaan dana negara 

oleh pejabat pemeriksa, misalnya BPK- RI.
3
 

 

Kualitas pembukuan pemerintah unik dalam kaitannya dengan 

pembukuan bisnis, perbedaannya adalah sebagai berikut: 

1) Dalam pembukuan pemerintah tidak ada laporan manfaat 

2) Otoritas publik mencatat pengeluaran ketika rencana keuangan dicatat 

3) Pembukuan pemerintah dapat memanfaatkan lebih dari satu jenis aset 

4) Pembukuan pemerintah akan mencatat penggunaan modal dalam 

laporan aset yang dinilai dan hasil kerja. 

5) Pembukuan pemerintah tidak fleksibel karena sangat bergantung pada 

undang-undang dan pedoman. 

6) Dalam pembukuan pemerintah belum ada ukuran modal dan laba 

ditahan yang belum ditentukan lembarnya. Meskipun terdapat 

                                                 
3
Ibid, h. 2 
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perbedaan, pembukuan pemerintah sebenarnya memiliki kemiripan 

dengan pembukuan bisnis, khususnya: 

a) Memberikan data tentang posisi moneter dan konsekuensi tugas. 

b) Ikuti pedoman dan norma akuntansi yang baik 

c) Bersama-sama membina standar dan norma pembukuan. 

d) Menggunakan kerangka grafik estimasi standar.
4
 

 

c. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah  

Kemajuan pembukuan pemerintah tidak secepat pembukuan bisnis. 

Penjelasannya, atributnya tidak banyak berubah. Dengan adanya 

permintaan masyarakat, pembukuan pemerintah menjadi signifikan. 

Semakin besar aset yang diawasi oleh otoritas publik, semakin menonjol 

permintaan tanggung jawab moneter sebagai jenis keterusterangan 

moneter dalam pemerintahan. Otoritas publik sebagai jenis asosiasi area 

publik memiliki tujuan keseluruhan untuk bantuan pemerintah individu. 

Untuk memahami hal ini, individu membuat pedoman umum yang harus 

dipenuhi oleh otoritas publik sebagai konstitusi atau konstitusi dan 

undang-undang dan pedoman yang berbeda. Dengan demikian, terdapat 

perbedaan perlakuan pembukuan pemerintah dengan pembukuan bisnis 

dalam hal tujuan dan perkiraan pelaksanaannya. Meskipun sasaran kedua 

asosiasi tersebut unik, pada dasarnya alasan pembukuan pemerintah dan 

pembukuan bisnis adalah untuk memberikan data moneter pertukaran 

moneter yang dilakukan oleh asosiasi tersebut dalam periode tertentu.
5
 

 

2. Standar Akuntansi Pemerintah 

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah 

 Sesuai Undang-Undang No. 71 Peraturan Pemerintah tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2010 Akuntansi adalah metode yang 

terlibat dengan membedakan, mencatat, memperkirakan, 

                                                 
4
Ibid, h. 3 

5
Ibid. 
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mengkarakterisasi, menjumlahkan pertukaran dan peristiwa moneter, 

memperkenalkan laporan, dan menguraikan hasil. Standar Akuntansi 

Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah standar pembukuan 

yang diterapkan dalam perencanaan dan pengenalan laporan fiskal 

pemerintah pusat dan pemerintah sekitarnya. Artikulasi Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi 

judul, nomor, dan tanggal kuasa.
6
 

 Sementara itu, menurut Mardiasmo, norma pembukuan pemerintah 

adalah aturan atau aturan yang mengatur perlakuan pembukuan dalam 

kesiapan ringkasan fiskal untuk tujuan mengumumkan kepada klien 

laporan anggaran, sedangkan metodologi pembukuan adalah praktik luar 

biasa yang digunakan untuk menjalankan prinsip. Pedoman pembukuan 

diharapkan dapat menjamin konsistensi dalam pengungkapan moneter, 

kekurangan norma pembukuan pemerintah yang memuaskan akan 

memiliki konsekuensi negatif dengan ketergantungan dan objektivitas 

rendah dari data yang diperkenalkan, penyimpangan dalam perincian 

moneter dan kesulitan dalam mengevaluasi.
7
 

 Norma pembukuan pemerintah di Indonesia diberikan oleh Komite 

Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP dibentuk dengan tujuan 

untuk membangun keterusterangan dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pembukuan pemerintah melalui perencanaan dan 

penyempurnaan norma-norma pembukuan pemerintah, termasuk 

mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. KSAP terdiri dari Panitia 

Permusyawaratan Standar Akuntansi Pemerintah (Panitia 

Permusyawaratan) dan Panitia Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan.
8
 

 Panitia Permusyawaratan bertanggung jawab untuk mengadakan 

rapat-rapat serta pendapat-pendapat dalam rangka merinci gagasan 

                                                 
6
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), h. 2 
7
Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, ( Yogyakarta: ANDI, 2009), h. 148 

8
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), Lampiran III Proses Penyusunan, 

h.2 
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Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Panitia Kerja diserahi tugas merencanakan, membentuk, 

dan menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. KSAP menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah 

tentang SAP kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai 

Peraturan Pemerintah. Selain merencanakan SAP, KSAP bertanggung 

jawab untuk mempersiapkan, memeriksa, mengarahkan eksplorasi terbatas 

dan mendistribusikan berbagai distribusi yang diidentifikasi dengan 

prinsip, termasuk Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 

(IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP dan Buletin Teknis adalah aturan dan 

data yang diberikan oleh KSAP untuk bekerja dengan pengaturan dan 

penggunaan SAP, hanya untuk mengatasi masalah pembukuan dan 

pengungkapan moneter.
9
 

 Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, ada 2 hasil 

pemberlakuan yang diidentikkan dengan norma pembukuan pemerintah, 

ialah Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 serta Peraturan 

Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang Pemerintah. Standar 

Akuntansi (SAP). PP N0 71 ialah pengganti dari pedoman pembukuan 

pemerintah yang lama. PP Nomor 24 2005 memakai pendekatan basis kas 

mengarah akrual, sebaliknya PP Nomor 71 tahun 2010 memakai basis 

pendekatan akrual (full akrual).
10

 Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual 

Sesuai PP 71 tahun 2010 : 

1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

2) PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan  

3) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran  

4) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas  

5) PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan  

6) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan  

7) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi  

                                                 
9
Ibid, h. 3 

10
Eka Nurmala Sari, et.al, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, (Medan: Perdana 

Publishing, 2017), h. 49   
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8) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap  

9) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan  

10) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban  

11) PSAP 10 tentang Koreksi, Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar 

Biasa  

12) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi  

13) PSAP 12 tentang Laporan Operasional.  

 

b. Tujuan dan Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintah 

 Alasan dibuatnya pedoman pembukuan pemerintah adalah untuk 

mengisi sebagai pembantu dalam perencanaan laporan moneter 

sehubungan dengan tanggung jawab pelaksanaan APBN/APBD untuk 

lebih mengembangkan tanggung jawab dan kualitas penyelenggaraan 

moneter pemerintah yang tidak tergoyahkan.
11

 

 Standar Akuntansi Pemerintahan diresmikan dengan undang- 

undang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indra Bastian mengatakan 

situasi Standar Akuntansi Pemerintahan telah cocok dengan UU Nomor. 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera, Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) diresmikan dengan Peraturan Pemerintah serta tiap 

faktor rinci pemerintah pusat serta pemerintah sekitarnya dibutuhkan buat 

mempraktikkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
12

 

3. Laporan Keuangan Daerah 

 Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi dari 

metode yang digunakan untuk mengenali, memperkirakan, mencatat 

pertukaran keuangan (moneter) dari bahan pembukuan di lingkungan 

pemerintah yang digunakan sebagai data tentang tanggung jawab administrasi 

                                                 
11

Albertus Karjono dan Riani Sulistianingsih, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas 

Perhubungan)”, Jurnal Manajemen Bisnis, 2020, Vol. 23, No. 3, h. 249 
12

Ibid. 
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keuangan unsur pembukuan dan dinamika keuangan oleh pihak-pihak yang 

membutuhkannya.
13

 

a. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah 

Laporan keuangan daerah disusun buat sediakan data yang relevan 

menimpa posisi keuangan serta segala transaksi yang dicoba oleh sesuatu 

entitas pelaporan wilayah sepanjang satu periode pelaporan. Laporan 

keuangan paling utama digunakan buat mengenali nilai sumber energi 

ekonomi yang dimanfaatkan buat melakukan aktivitas operasional 

pemerintahan, memperhitungkan keadaan keuangan, mengevaluasi daya 

guna serta efisiensi sesuatu entitas pelaporan, serta menolong memastikan 

ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan. 

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual melaporkan kalau tiap entitas 

pelaporan memiliki kewajiban buat memberi tahu upaya-upaya yang sudah 

dicoba dan hasil yang dicapai dalam penerapan aktivitas secara sistematis 

serta terstruktur pada sesuatu periode pelaporan buat kepentingan: 

1) Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber energi dan 

penerapan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan 

dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan secara periodik. 

2) Manajemen 

Menolong para pengguna buat mengevaluasi penerapan 

aktivitas sesuatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga 

mempermudah guna perencanaan, pengelolaan serta pengendalian atas 

segala peninggalan, kewajiban, serta ekuitas pemerintah buat 

kepentingan warga. 

3) Transparansi 

Membagikan data keuangan yang terbuka serta jujur kepada 

warga bersumber pada pertimbangan kalau warga mempunyai hak buat 

                                                 
13

Erlina dan Rasdianto, Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual, (Jakarta: Penerbit 
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mengenali secara terbuka serta merata atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber energi yang dipercayakan 

kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. 

4) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 

Menolong para pengguna dalam mengenali kecukupan 

penerimaan pemerintah pada periode pelaporan buat membiayai segala 

pengeluaran yang dialokasikan serta apakah generasi yang hendak tiba 

diasumsikan hendak turut menanggung beban pengeluaran tersebut. 

5) Evaluasi Kinerja 

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, paling utama dalam 

pemakaian sumber energi ekonomi yang dikelola pemerintah buat 

menggapai kinerja yang sudah direncanakan.
14

 

 

Bagi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pelaporan keuangan pemerintah 

sepatutnya sediakan informasirmasi yang berguna untuk para pengguna 

dalam memperhitungkan akuntabilitas serta membuat keputusan baik 

keputusan ekonomi, sosial, ataupun politik dengan: 

1) Menyajikan data tentang sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya 

keuangan 

2) Menyajikan data menimpa kecukupan penerimaan periode berjalan 

buat membiayai segala pengeluaran 

3) Menyajikan data menimpa jumlah sumber energi ekonomi yang 

digunakan dalam aktivitas entitas pelaporan dan hasil- hasil yang 

sudah dicapai 

4) Menyajikan data menimpa gimana entitas pelaporan mendanai segala 

kegiatannya serta memadai kebutuhan kasnya 

5) Menyajikan data menimpa posisi keuangan serta keadaan entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber- sumber penerimaannya, baik 
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jangka pendek ataupun jangka panjang, tercantum yang berasal dari 

pungutan pajak serta pinjaman 

6) Menyajikan data menimpa pergantian posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah hadapi peningkatan ataupun penyusutan, selaku 

akibat aktivitas yang dicoba sepanjang periode pelaporan
15

 

Buat penuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan sediakan 

data mengenai sumber serta pemakaian sumber energi keuangan/ekonomi, 

transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang penerapan anggaran, saldo 

anggaran lebih, surplus/defisit, Laporan Operasional (LO), peninggalan, 

kewajiban, ekuitas, serta arus kas sesuatu entitas pelaporan.
16

 

Di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara eksplisit, 

motivasi di balik perincian moneter pemerintah adalah untuk memberikan 

data yang bernilai dinamis dan untuk menunjukkan tanggung jawab 

mengumumkan substansi atas aset yang bergantung padanya, dengan: 

1) Menyediakan data tentang situasi aset keuangan, kewajiban, dan nilai 

pemerintah 

2) Menyediakan data tentang sumber, porsi dan pemanfaatan aset 

keuangan, kewajiban, dan nilai pemerintah 

3) Menyediakan data tentang sumber, porsi, dan pemanfaatan aset 

keuangan 

4) Memberikan data tentang kesesuaian dengan pengakuan rencana 

pengeluaran; 

5) Memberikan data tentang bagaimana elemen perincian mendanai 

latihannya dan memenuhi kebutuhan uangnya 

6) Menyediakan data tentang kemampuan badan publik untuk mendanai 

pelaksanaan kegiatan pemerintah 

7) Sediakan data yang berguna untuk menilai kemampuan zat yang 

merinci untuk mendukung latihannya.
17
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b. Ciri Pokok Kualitatif Laporan Keuangan Daerah 

Sesuai Konsep Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan 

Standar Akuntansi Pemerintahan, dikemukakan bahwa sifat-sifat 

ikhtisar fiskal adalah mengatur perkiraan-perkiraan yang harus 

dicantumkan dalam data pembukuan sehingga dapat memenuhi 

tujuannya. Keempat kebutuhan tersebut merupakan hal-hal penting 

yang mengatur yang diperlukan dengan tujuan agar otoritas publik 

dapat memenuhi karakteristik yang diperlukan, secara spesifik: 

1) Relevan 

Ringkasan fiskal dapat menjadi penting jika data yang 

dikandungnya berdampak pada pilihan klien dengan membantu mereka 

menggambarkan kejadian masa lalu atau sekarang, dan meramalkan 

masa depan, sama seperti menegaskan atau memperbaiki konsekuensi 

dari penilaian masa lalu. Selanjutnya data laporan fiskal yang 

bersangkutan dapat dimanfaatkan untuk keperluan tersebut. Data 

dianggap penting jika memiliki tulisan: 

a) Memiliki keunggulan masukan (kritik harga diri). Data yang 

memberdayakan klien untuk mengubah atau mengatasi asumsi 

mereka sebelumnya. 

b) Memiliki keunggulan prescient (prescient worth). Data dapat 

membantu klien mengantisipasi masa depan tergantung pada hasil 

sebelumnya dan perkembangan terakhir. 

c) Sesuai jadwal. Data diperkenalkan dengan cara yang ideal sehingga 

sangat menarik dan berharga secara dinamis. 

d) Lengkap. Data pembukuan moneter diperkenalkan selengkap yang 

diharapkan, yang menggabungkan semua data pembukuan yang 

dapat berdampak dinamis. Data dasar untuk hal-hal data primer 

yang terdapat dalam rangkuman anggaran sudah jelas sehingga 

dapat ditemukan pemanfaatan data tersebut. 

 

2) Andal 



19 

 

 

 

Data dalam laporan anggaran dibebaskan dari pemahaman yang 

salah arah dan materi yang tidak benar, menyajikan setiap realitas 

secara nyata, dan dapat memperjelas. Data mungkin penting, tetapi 

dengan asumsi kecenderungan atau tampilannya tidak dapat dipercaya, 

penggunaan data dapat dianggap menipu. Atribut data dan kualitas: 

a) Pertunjukan yang adil. Data yang selalu menggambarkan 

pertukaran dan peristiwa lain yang dimaksudkan untuk ditangani 

atau yang dapat diantisipasi untuk diperkenalkan. 

b) Dapat didemonstrasikan (kejelasan). Data yang dimasukkan dalam 

ringkasan fiskal dapat dicoba, dan jika pengujian diselesaikan lebih 

dari satu kali dengan berbagai pertemuan, hasilnya sebenarnya 

menunjukkan berbagai tujuan. 

c) Nonpartisan. Data ditujukan untuk kebutuhan umum dan tidak 

sesuai dengan persyaratan pertemuan tertentu. 

 

3) Sebanding 

Data yang terkandung dalam ringkasan anggaran akan lebih 

membantu jika sangat kontras dan laporan anggaran periode lalu atau 

laporan pengumuman secara keseluruhan. Pemeriksaan dapat 

dilakukan di dalam dan dari jarak jauh. Pemeriksaan internal dapat 

dilakukan ketika suatu elemen menerapkan strategi pembukuan yang 

sama dari satu tahun ke tahun lainnya. Pemeriksaan luar dapat 

dilakukan jika bahan yang diperiksa menerapkan pendekatan 

pembukuan yang serupa. unsur pemerintah akan menerapkan 

pendekatan pembukuan yang lebih unggul dari strategi pembukuan 

saat ini, jika ada perubahan. 

 

4) Dapat dijangkau 

Data yang diperkenalkan dalam ringkasan anggaran terbuka untuk 

klien dan dikomunikasikan dalam struktur dan istilah yang disesuaikan 

dengan jangkauan pemahaman klien terjauh. Oleh karena itu, klien 
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memiliki informasi yang cukup tentang latihan dan iklim kerja elemen 

pengungkapan, seperti halnya kemampuan klien untuk memperoleh 

kemahiran dengan data yang dirujuk. 

 

c. Komponen Komponen Laporan Keuangan Pemerintah  

Untuk dapat memahami laporan keuangan pemerintah daerah 

dengan baik, pembaca dan pengguna laporan perlu memahami komponen 

ringkasan anggaran. Persepsi harus dibuat pada setiap komponen yang 

terungkap, mengingat penelitian untuk nilai komponen yang diselesaikan, 

realitas nilai dan dampaknya terhadap eksekusi moneter. 

Ringkasan fiskal dasar terdiri dari laporan pengakuan pengeluaran, 

mencakup perubahan penyesuaian pengeluaran yang berlebihan, catatan 

moneter, laporan fungsional, laporan pendapatan, laporan tentang 

perubahan nilai, dan catatan untuk laporan fiskal.
18

 

1) Laporan Realisasi Anggaran  

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan jenis 

pendapatan, porsinya, dan menggambarkan pemeriksaan antara 

rencana keuangan dan distribusinya..
19

 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pembukuan Pemerintah, LRA menyajikan gambaran tentang 

sumber, porsi, dan penggunaan aset moneter yang diawasi oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sekitarnya, yang 

menunjukkan adanya pemeriksaan antara rencana keuangan dan 

rencana keuangannya. pengakuan dalam satu periode perincian. Dalam 

laporan pengakuan belanja komponen yang secara langsung dicakup 

terdiri dari pendapatan, penggunaan, pemindahan, dan pembiayaan 

LRA sebagai berikut: 

a) Pendapatan LRA 
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Pendapatan LRA adalah pendapatan Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh zat pemerintah lainnya 

yang menambah limpahan saldo pengeluaran pada waktu tahun 

anggaran yang bersangkutan yang merupakan hak badan umum, 

dan tidak boleh diganti oleh otoritas publik.  

b) Belanja 

Penggunaan tersebut secara keseluruhan adalah konsumsi 

oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang 

mengurangi kelebihan saldo pengeluaran pada waktu tahun 

anggaran yang berlaku yang tidak akan diganti oleh badan publik.  

c) Transfer 

Pemindahan adalah penerimaan atau pembayaran uang 

tunai oleh unsur pengungkap dari/ke bahan pengumuman lain, 

termasuk harta kekayaan penyesuaian dan harta bagi hasil.  

d) Pembiayaan 

Pembiayaan adalah setiap pembayaran/penggunaan yang 

tidak mempengaruhi jumlah kekayaan dari zat yang harus diganti 

atau berpotensi akan diperoleh kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun tahun-tahun moneter yang 

menyertainya, yang dalam perencanaan pemerintah pada dasarnya 

diharapkan dapat menutupi kekurangan atau memanfaatkan 

kelebihan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat 

muncul dari uang muka dan hasil spekulasi. Konsumsi pembiayaan 

tersebut antara lain digunakan untuk penggantian direksi kredit, 

pinjaman kepada unsur lain, dan bunga nilai oleh otoritas publik.
20

 

 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010 bahwa Laporan 

Perubahan Neraca Anggaran lebih banyak memberikan data tentang 
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peningkatan atau penurunan neraca belanja untuk tahun pengungkapan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
21

  

Saldo pengeluaran berlebih (SAL) adalah berbagai 

keseimbangan yang diperoleh dari pengumpulan SiLPA/SiKPA pada 

tahun-tahun moneter yang lalu dan sekarang dan perubahan yang 

diizinkan. Laporan tentang perubahan penyesuaian pengeluaran 

disiapkan dengan mengungkapkan elemen. Laporan perubahan neraca 

pengeluaran menyajikan komponen-komponen berikut: 
22

 

a) Saldo anggaran menjelang awal periode 

b) Penggunaan saldo pengeluaran yang meluap-luap 

c) Kelebihan lebih/kurang pembiayaan belanja tahun berjalan 

d) Koreksi kesalahan tahun pembukuan yang lalu 

e) Keseimbangan rencana keuangan selama akhir periode. 

3) Neraca  

Neraca menggambarkan posisi keuangan sesuatu entitas pelaporan 

sehubungan dengan sumber energi, kewajiban, serta nilai pada 

bertepatan pada tertentu. Komponen yang dicakup oleh laporan 

akuntansi terdiri dari sumber energi, kewajiban, serta nilai. Tiap 

komponen bisa diklarifikasi selaku berikut:
23

 

a) Aset merupakan peninggalan moneter yang dikendalikan serta 

dipunyai bonus oleh otoritas publik sebab peristiwa tadinya serta 

dari mana keuntungan moneter serta persahabatan di masa depan 

diandalkan buat diperoleh, baik oleh otoritas publik serta wilayah 

setempat, serta bisa diperkirakan dalam unit duit tunai, tercantum 

peninggalan nonmoneter yang berarti buat pengaturan administrasi 

buat totalitas populasi serta peninggalan yang ditaruh buat alibi 

otentik serta sosial. 
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b) Liabilitas merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa tadinya, 

penyelesaiannya menciptakan pencurahan peninggalan keuangan 

pemerintah 

c) ekuitas merupakan total peninggalan otoritas publik yang jadi 

pembeda antara Sumber daya dan kewajiban pemerintah. 

 

4) Laporan Operasional 

Laporan operasional membagikan garis besar peninggalan 

moneter yang nilai perluasan serta penggunaannya yang diawasi oleh 

pemerintah pusat serta sekitarnya buat penerapan organisasi 

pemerintah dalam satu periode pengungkapan. Komponen- komponen 

yang secara langsung terselubung dalam laporan fungsional terdiri 

dari:
24

 

a) Pendapatan dari Laporan Operasional merupakan hak otoritas 

publik yang dikira selaku kenaikan nilai dalam waktu tahun 

moneter yang bersangkutan serta tidak boleh ditukar. 

b) Pengeluaran merupakan komitmen pemerintah yang dialami selaku 

penyusutan total peninggalan. 

c) Transfer merupakan komitmen pemerintah yang dialami selaku 

penyusutan total peninggalan. 

d) Hal-hal luar biasa merupakan pembayaran yang luar biasa ataupun 

bayaran yang tidak biasa yang terjalin sebab kejadian ataupun 

pertukaran yang bukan ialah aktivitas universal, tidak bisa 

diandalkan buat terjalin dalam waktu yang lama ataupun teratur, 

serta terletak di luar keahlian pengendalian ataupun akibat dari zat 

yang bersangkutan. 

 

5) Laporan Arus Kas 

 Laporan Arus Kas memberikan data kas yang diidentifikasikan 

dengan pekerjaan, kontribusi, pembiayaan, dan latihan sesaat yang 
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menggambarkan keseimbangan awal, penerimaan, pembayaran, dan 

penyesuaian kas akhir dari pemerintah pusat/teritorial selama periode 

tertentu.
25

 

 Komponen-komponen yang diingat dari Laporan Arus Kas terdiri 

dari penerimaan dan pembayaran uang, yang masing-masing dapat 

diperjelas di bawah ini:
26

 

a) Penerimaan kas adalah semua pendapatan yang masuk ke 

Bendahara Umum Negara/Daerah. 

b) Pembayaran tunai adalah semua pendapatan yang timbul dari 

Bendahara Umum Negara/Daerah.  

6) Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas memberikan data tentang kenaikan atau 

pengurangan nilai untuk tahun perincian yang dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya.
27

  

7) Catatan Atas Laporan Keuangan 

CALK merupakan data tambahan yang tidak dimasukkan dalam 

ringkasan fiskal tetapi perlu diperkenalkan dengan baik, seperti 

kewajiban dan tanggung jawab yang tidak terduga.
28

 

CALK memuat klarifikasi cerita dari angka-angka yang tercatat 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan ikhtisar 

fiskal juga memasukkan data tentang pengaturan pembukuan yang 

digunakan oleh bahan pengungkapan dan data lain yang diperlukan 

dan ditentukan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan serta artikulasi yang diharapkan untuk memberikan 

tampilan yang wajar dari laporan anggaran. Catatan atas laporan fiskal 

mengungkapkan, menyajikan, memberikan yang menyertainya: 
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a) Pengungkapan Informasi Umum Entitas Pelapor dan Entitas 

Akuntansi 

b) Menyediakan data strategi moneter/moneter dan makroekonomi 

c) Menyajikan gambaran pencapaian fokus moneter selama tahun 

pembukaan beserta hambatan dan hambatan yang terlihat dalam 

mencapai tujuan 

d) Memberikan data tentang alasan perencanaan laporan fiskal dan 

pengaturan pembukuan yang dipilih untuk diterapkan pada bursa 

dan acara penting lainnya. 

e) Menyajikan seluk-beluk dan klarifikasi dari setiap hal yang 

diperkenalkan pada lembar muka ringkasan anggaran 

f) Mengungkapkan data yang dibutuhkan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum diperkenalkan di lembar 

muka ringkasan anggaran 

g) Berikan data lain yang diperlukan untuk pertunjukan yang wajar, 

yang tidak dicantumkan di lembar muka ringkasan anggaran
29

 

 

d. Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah  

Standar pembukuan dan pengungkapan moneter direncanakan sebagai 

pengaturan yang dianggap dan cenderung oleh pembuat standar dalam 

mempersiapkan prinsip-prinsip, administrator pembukuan dan 

pengumuman moneter dalam melakukan latihan mereka, seperti halnya 

klien ringkasan fiskal dalam memahami laporan anggaran yang 

diperkenalkan. Berikutnya adalah delapan standar yang digunakan dalam 

pembukuan dan perincian moneter pemerintah: 

1) Basis Akuntansi 

Premis pembukuan yang digunakan dalam ringkasan fiskal otoritas 

publik adalah premis pengumpulan, untuk pengakuan gaji kerja, biaya, 

sumber daya, kewajiban, dan laporan nilai. Jika undang-undang dan 
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pedoman mengharuskan pengenalan ringkasan fiskal pada premis 

uang, elemen tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan tersebut. 

Alasan akumulasi Laporan Operasional menyiratkan bahwa 

pendapatan dirasakan ketika opsi untuk memperoleh pembayaran telah 

dipenuhi meskipun uang belum masuk ke Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah atau oleh elemen pengumuman dan biaya dirasakan 

ketika komitmen itu hasil pengurangan total aset telah terpenuhi 

meskipun fakta bahwa uang belum dibagikan. dari Rekening Kas 

Umum Negara/Daerah atau zat pengumuman. Pendapatan, misalnya, 

bantuan dari pertemuan luar/tidak dikenal karena administrasi juga 

dimasukkan dalam laporan fungsional. 

Jika rencana pembelanjaan siap dan dilaksanakan pada premis 

uang, LRA siap pada premis uang, menyiratkan bahwa pembayaran 

dan penerimaan pembiayaan dirasakan pada saat uang masuk ke 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau dengan substansi 

pengumuman, dan konsumsi. , perpindahan dan penggunaan 

pembiayaan dirasakan ketika uang diperoleh. dikeluarkan dari 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Bagaimanapun, jika rencana 

keuangan sudah siap dan dilakukan pada premis pengumpulan, LRA 

siap pada premis akumulasi. 

Alasan akumulasi untuk laporan akuntansi menyiratkan bahwa 

sumber daya, kewajiban, dan nilai dirasakan dan dicatat ketika 

pertukaran terjadi, atau ketika peristiwa atau kondisi alam 

mempengaruhi dana pemerintah, tidak terlalu memperhatikan ketika 

uang atau rekanan uang diperoleh atau dibayarkan. 

2) Nilai Historis (Biaya Historis) 

Sumber daya disampaikan dalam ukuran uang dan uang yang 

dibayarkan rekan atau pada nilai yang wajar dari pemikiran untuk 

mendapatkan sumber daya pada saat memperoleh. Liabilitas dicatat 

dalam ukuran uang dan rekanan uang yang diandalkan untuk dibayar 

untuk memenuhi komitmen masa depan dalam pelaksanaan tugas 
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pemerintah. Kualitas yang direkam lebih solid daripada penilaian yang 

berbeda karena lebih adil dan jelas. Tanpa nilai otentik, nilai wajar dari 

sumber daya atau risiko yang terhubung dapat dimanfaatkan. 

3) Realisasi 

Bagi badan publik, pendapatan premis uang yang dapat diakses 

yang telah disetujui melalui rencana keuangan otoritas publik untuk 

suatu periode pembukuan akan digunakan untuk membayar kewajiban 

dan penggunaan pada periode tersebut. Mempertimbangkan bahwa 

LRA masih merupakan laporan yang diperlukan, pembayaran atau 

penggunaan berbasis tunai dirasakan setelah disetujui melalui rencana 

pengeluaran dan telah menambah atau mengurangi uang. 

Aturan koordinasi pengeluaran terhadap pedoman pendapatan 

dalam pembukuan pemerintah tidak mendapatkan penekanan seperti 

yang dipoles dalam pembukuan bisnis. 

4) Substansi Di Atas Bentuk 

Informasi diharapkan betul- betul menghadirkan pertukaran serta 

kejadian lain yang wajib diperkenalkan, sehingga pertukaran ataupun 

kejadian lain tersebut wajib dicatat serta diperkenalkan cocok dengan 

substansi serta kenyataan moneternya, serta bukan cuma kesepakatan 

mereka. Bila substansi sesuatu pertukaran ataupun kejadian lain 

berlawanan/ tidak sama dengan sudut pandang kesepakatan, hingga 

perihal itu wajib diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

5) Periodisitas 

 Pembukuan elemen pengungkapan dan latihan perincian moneter 

harus diisolasi ke dalam periode pengumuman sehingga pameran 

elemen dapat diperkirakan dan situasi asetnya tidak benar-benar 

diselesaikan. Periode prinsip yang digunakan adalah tahun. Namun, 

periode bulan ke bulan, triwulanan dan setengah tahunan juga 

disarankan. 

6) Konsistensi 
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 Perlakuan pembukuan yang serupa diterapkan pada peristiwa-

peristiwa komparatif dari satu periode ke periode lainnya dengan 

elemen perincian (dalam standar konsistensi). Ini tidak berarti bahwa 

tidak boleh ada perubahan dimulai dengan satu teknik pembukuan 

kemudian ke yang berikutnya. Teknik pembukuan yang digunakan 

dapat diubah tergantung pada prasyarat bahwa strategi baru yang 

diterapkan dapat memberikan data yang lebih disukai daripada strategi 

lama. Dampak perubahan penggunaan strategi ini terungkap dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

7) Pengungkapan Penuh 

 Laporan anggaran memberikan total data yang dibutuhkan oleh 

klien. Data yang dibutuhkan oleh klien laporan anggaran dapat diatur 

pada lembar muka ringkasan fiskal atau catatan atas laporan anggaran. 

8) Penyajian Wajar (Fair Presentation)  

 Ikhtisar fiskal menyajikan secara nyata Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan Neraca Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. 

 Berkenaan dengan pertunjukan yang wajar, insting cerdas 

diperlukan bagi para penyusun laporan anggaran ketika mengelola 

kerentanan dalam situasi dan kondisi tertentu. Kerentanan tersebut 

dirasakan dengan mengungkap temperamen dan derajatnya dengan 

memanfaatkan naluri yang baik dalam penyusunan laporan fiskal. 

Perenungan yang baik mengandung komponen kehati-hatian ketika 

membuat perkiraan dalam keadaan rentan dengan tujuan agar sumber 

daya atau bayaran tidak dilebih-lebihkan dan kewajiban tidak 

diremehkan. Bagaimanapun, penggunaan naluri yang baik tidak 

memungkinkan, misalnya, pengaturan simpanan yang tertutup, dengan 

sengaja menetapkan sumber daya atau pembayaran yang terlalu 

rendah, atau dengan sengaja mencatat kewajiban atau konsumsi yang 
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terlalu tinggi, sehingga laporan fiskal tidak memihak dan dapat 

diandalkan.
30

 

 

4. Laporan Realisasi Anggaran 

a. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan pengakuan pengeluaran adalah laporan yang menyajikan 

jenis pendapatan, distribusinya, dan menggambarkan pemeriksaan antara 

rencana keuangan dan penugasannya.
31

 LRA dibuat untuk melengkapi data 

dengan membandingkan pengakuan dan pengeluaran yang telah dilakukan 

dalam satu periode. Sebagaimana ditunjukkan oleh KSAP PP No. 71 

Tahun 2010, disebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan 

garis besar tentang sumber, penugasan, dan pemanfaatan aset keuangan 

yang diawasi oleh pemerintah lingkungan, yang menunjukkan korelasi 

antara rencana pengeluaran dan pengakuannya dalam satu periode yang 

terperinci.
32

 Unsur mengumumkan menyajikan pengaturan pembayaran 

berdasarkan jenis pembayaran LRA dalam laporan pengakuan 

pengeluaran. Substansi perincian juga menyajikan karakterisasi 

penggunaan menurut jenis konsumsi dalam laporan laporan pengeluaran. 

Data yang diperkenalkan dalam laporan pengakuan pengeluaran adalah 

sebagai berikut:
33

 

1) Akuntansi Pendapatan LRA 

Pembayaran LRA dirasakan pada saat uang masuk ke rekening giro 

umum negara bagian/provinsi. Pembukuan pembayaran LRA 

dilakukan berdasarkan standar bruto, khususnya dengan mencatat 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah bersih (setelah dibayar 

dengan biaya). Jika ukuran penurunan pembayaran LRA bersih (biaya) 

bervariasi terhadap pembayaran yang dimaksud dan tidak dapat 
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direncanakan sebelumnya karena siklus belum selesai, maka, pada saat 

itu aturan kotor dapat dilarang. Pembukuan pendapatan LRA 

diselenggarakan untuk mengatasi masalah tanggung jawab sesuai 

dengan pengaturan dan kebutuhan kontrol untuk pemerintah pusat dan 

lingkungan para eksekutif..
34

 

2) Akuntansi Belanja 

Penggunaan dirasakan pada jam penggunaan dalam catatan 

penyimpanan keseluruhan Negara Bagian/Regional. Secara eksplisit 

untuk konsumsi melalui pemodal, pengakuan penggunaan terjadi 

ketika kewajiban penggunaan didukung oleh unit yang memiliki 

pekerjaan penyimpanan. Penyesuaian penggunaan konsumsi (tanda 

terima penggunaan) yang terjadi pada jangka waktu berikutnya, revisi 

penggunaan dicatat dalam LRA berbayar di pos LRA berbayar lainnya. 

Belanja dipesan oleh: 

a) Klasifikasi Ekonomi 

Klasifikasi ekonomi merupakan kumpulan pengeluaran yang 

bergantung pada jenis pengeluaran untuk melakukan suatu 

tindakan. 

Klasifikasi ekonomi tergantung pada jenis pengeluaran, terdiri 

dari:
35

 

(1) Belanja Operasi 

Belanja Operasi merupakan belanja yang digunakan untuk 

kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang 

memberikan keuntungan sesaat, misalnya Belanja Pegawai, 

                                                 
34

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Teori Konsep Aplikasi Akuntansi Sektor 

Publik, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014), h. 287 
35

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010), Lampiran I, 03 PSAP 02, h. 7 



31 

 

 

 

Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, 

Belanja Operasional Lainnya. 

(2) Belanja Modal 

Belanja Modal merupakan pengeluaran konsumsi untuk 

mengamankan sumber daya tetap dan sumber daya yang 

berbeda yang memberikan keuntungan untuk lebih dari satu 

periode pembukuan. Belanja Modal mencakup antara lain 

penggunaan modal untuk pengadaan tanah, struktur kavling, 

perangkat keras, dan sumber daya teoritis. 

(3) Belanja lain-lain/tak terduga 

Belanja lain-lain atau tak terduga merupakan pengeluaran 

konsumsi untuk latihan-latihan yang sifatnya aneh dan tidak 

dapat diandalkan untuk diulang, seperti penyelenggaraan 

peristiwa bencana, bencana sosial, dan penggunaan tak terduga 

lainnya yang mendasar bagi pelaksanaan kewenangan fokus/ 

pemerintahan teritorial. 

b) Klasifikasi Organisasi 

Klasifikasi organisasi adalah urutan yang bergantung pada 

unit otoritatif klien pembelanjaan, pengaturan di dalam pemerintah 

pusat ini menggabungkan konsumsi per layanan/lembaga negara 

dan unit otoritatif di bawahnya. Pengelompokan konsumsi 

berjenjang di pemerintahan terdekat mencakup kegunaan 

Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, 

tempat kerja pemerintah di tingkat umum/daerah/kota dan 

organisasi khusus.
36

 

c) Klasifikasi Fungsi 
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Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi merupakan 

klasifikasi yang berdasar pada pokok-pokok utama pemerintah 

pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. 

Pembukuan konsumsi siap dan memenuhi kebutuhan 

tanggung jawab sesuai pengaturan, juga dapat diproduksi untuk 

tujuan kontrol bagi para eksekutif untuk mengukur kecukupan dan 

kemampuan penggunaan tersebut. Karakterisasi Pengeluaran yang 

ditunjukkan oleh Fungsi Pemerintah adalah Pelayanan Publik, 

Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Lingkungan, 

Perumahan dan Fasilitas Umum, Kesehatan, Pariwisata dan 

Kebudayaan, Agama, Pendidikan dan yang terakhir adalah 

Perlindungan Sosial.
37

 

3) Transfer 

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu 

zat pengumuman dari/ke elemen perincian lainnya, termasuk aset 

penyesuaian dan aset bagi hasil. Pergerakan terdiri dari pertukaran 

yang mendekat dan pertukaran aktif. Mendekati Transfer adalah 

penerimaan uang tunai dari bahan pengungkapan lainnya, misalnya 

penerimaan aset penyesuaian dari pemerintah pusat dan aset bagi hasil 

dari pemerintah terdekat. Transfer Aktif adalah konsumsi uang tunai 

dari elemen pengumuman ke elemen pengungkapan lainnya, misalnya, 

penggunaan aset penyesuaian oleh pemerintah pusat dan aset bagi hasil 

oleh pemerintah terdekat.
38

 

Transfer yang masuk maupun transfer yang keluar diakui dengan 

basis kas, yakni dicatat ketika diberikan atau diperoleh oleh rekening 

uang umum. Transfer yang masuk dicatat sebesar penerimaan uang 

yang diperoleh dari bahan perincian lainnya, misalnya penerimaan aset 

penyesuaian dari pemerintah pusat dan aset bagi hasil dari pemerintah 
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biasa. Pertukaran aktif dicatat pada ukuran uang tunai yang 

dikeluarkan dari elemen pengungkapan lainnya, misalnya, aset bagi 

hasil oleh pemerintah terdekat. 

4) Akuntansi Pembiayaan 

Pembiayaan merupakansemua pertukaran moneter administrasi, 

baik penerimaan dan penggunaan, yang harus dibayar atau akan 

diperoleh kembali, yang diingat untuk pengeluaran otoritas publik 

yang pada prinsipnya direncanakan untuk menutupi kekurangan atau 

berpotensi untuk memanfaatkan kelebihan pengeluaran. Pembukuan 

uang, antara lain:
39

 

a) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan sebagian besar merupakan 

penerimaan dari rekening-rekening umum negara/provinsi, 

termasuk dari penerimaan kredit, transaksi obligasi pemerintah, 

lanjutan dari privatisasi organisasi Negara/lokal, penerimaan uang 

muka yang diberikan kepada pihak luar, kesepakatan spekulasi lain 

yang sangat tahan lama, dan pembayaran dan toko. 

b) Akuntansi Pengeluaran Keuangan 

Pembiayaan konsumsi seluruhnya digunakan pada 

rekening-rekening umum Negara/Daerah, termasuk pengaturan 

kredit luar negeri, penyertaan modal pemerintah, penggantian uang 

muka dalam jangka waktu tertentu, dan dasar penopang cadangan. 

Pengembangan toko terus menambah cadangan simpanan 

yang bersangkutan. Hasil yang didapat dari pengelolaan simpanan 

aset di pemerintah daerah adalah tambahan simpanan cadangan. 

Hasil ini dicatat sebagai pembayaran LRA di rekening pembayaran 

unik provinsi lainnya. 
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c) Akuntansi Pembiayaan Bersih 

Pembiayaan bersih adalah perbedaan antara penerimaan 

pembiayaan setelah dikurangi penggunaan pembiayaan untuk 

jangka waktu tahun keuangan tertentu.tu. 

5) Akuntansi Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran Anggaran 

(SiLpa atau SiKpa) 

SiLPA atau SiKPA merupakan perbedaan lebih/kurang antara 

pengakuan pendapatan dan konsumsi selama satu periode 

pengumuman. Perbedaan lebih atau kurang antara LRA pengakuan 

bayar dan Pengeluaran, seperti penerimaan dan konsumsi pembiayaan 

selama satu periode perincian dicatat dalam pos SiLPA atau SiKPA. 

Kelebihan atau kekurangan pembiayaan pembelanjaan menjelang akhir 

jangka waktu pengungkapan dipindahkan ke Laporan Perubahan 

Neraca Anggaran.
40

 

b. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran memberikan data tentang pengakuan 

pembayaran LRA, konsumsi, pergerakan, kelebihan/kekurangan LRA, dan 

pembiayaan dari elemen pengumuman, yang masing-masing dikontraskan 

dan rencana pengeluarannya. Data tersebut berharga bagi klien laporan 

dalam menilai pilihan sehubungan dengan peruntukan aset keuangan, 

tanggung jawab dan konsistensi rincian substansi untuk rencana 

pengeluaran dengan: 

1) Menyediakan data tentang sumber, porsi dan pemanfaatan aset 

keuangan 

2) Menyediakan data pengakuan belanja secara keseluruhan yang berguna 

dalam menilai pelaksanaan pemerintah sejauh kemampuan dan 

kecukupan penggunaan belanja. 
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Laporan Realisasi Anggaran memberikan data yang berguna dalam 

mengantisipasi aset keuangan yang akan diperoleh untuk membiayai 

pelaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah sekitarnya dalam jangka 

waktu mendatang dengan memperkenalkan laporan relatif. Laporan 

Realisasi Anggaran dapat memberikan data klien tentang tanda-tanda 

pengadaan dan pemanfaatan aset keuangan: 

1) Telah dilakukan secara produktif, memadai, dan finansial; 

2) Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pengeluaran 

(APBN/APBD); dan 

3) Telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.
41

 

 

c. Laporan Realisasi Anggaran menurut perspektif syariah 

 Al-Qur'an melatih setiap pemeluknya untuk mencatat semua 

pertukaran ekonomi, seperti firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah 

(Al-Qur'an 2:282) sebagai berikut : 

ي ُّ
َ
اتّبٌٌۢيٰٓا

َ
مُّْك

ِ
تِبُّْةَّيْنَك

ْ
يَك

ْ
تِتِيْهُُِّۗوَل

ْ
ىُّفَاك سَمًّ جَلٍُّم 

َ
ٰٓىُّا ُّةّدَيْنٍُّاّل مَنِيْْٓاُّاّذَاُّتَدَايَنْتِمْ

ٰ
ُّا ذّينَْ

َّ
دَدْ ّۖ ُّىَاُّال

ْ
ُّةّاع

ُّوَُّ حَق 
ْ
يْهُّّال

َ
ذّيُّْعَل

َّ
يِمْلّلُّّال

ْ
تِبُّْْۚوَع

ْ
يَك

ْ
ُّفَل ِ مَهُِّاللّٰه

َّ
مَاُّعَل

َ
تِبَُّك

ْ
نُّْيَّك

َ
اتّبٌُّا

َ
بَُّك

ْ
اُّيَأ

َ
ُّرَةَّهُّٗوَل َ يَتَّقُّّاللّٰه

ْ
ع

نُّْي ُّ
َ
اُّيسَْتَطّيْعُِّا

َ
وُّْل

َ
وُّْضَدّيْفًاُّا

َ
ُّسَفّيْىًاُّا حَق 

ْ
يْهُّّال

َ
ذّيُّْعَل

َّ
انَُّال

َ
اُُّۗفَاّنُّْك ٔـِ اُّيَتْخَسُّْمّنْهُِّشَيْ

َ
ُّوَل

َّ
مّل

مُّْْۚفَاّنُّْ
ِ
جَالّك ّ

ُّر  ُّمّنْ ُّشَىّيْدَيْنّ دَدْ ُُّّۖۗوَاسْتَشْىّدِوْا
ْ
ُّةّاع هٗ ُّوَلّي 

ْ
يِمْلّل

ْ
ُّفَل ُُّّوِيَ

ٌ
ُّفَرَجِل يْنّ

َ
ُّرَجِل يْنَا

ِ
ُّيَك مْ

َّ
ع

ُّ
ْ
اُّيَأ

َ
خْرٰىُُّۗوَل

ِ
ا
ْ
رَُّاّحْدٰىىِمَاُّال ّ

 
ُّاّحْدٰىىِمَاُّفَتِذَك

َّ
نُّْتَضّل

َ
ُّا اءّ ىَدَۤ نُّْتَرْضَيْنَُّمّنَُّاعش  تٰنُّّمَِّّ

َ
امْرَا بَُّوَّ

تُّّ
َ
وُّْك

َ
تِتِيْهُِّصَغّيْرًاُّا

ْ
نُّْتَك

َ
مِيْْٓاُّا ٔـَ اُّتسَْ

َ
اءُِّاّذَاُّمَاُّدِعِيْاُُُّّۗوَل ىَدَۤ كْسَطُِّعّنْدَُّاعش 

َ
مُّْا

ِ
جَلّه ُُّۗذٰلّك

َ
ٰٓىُّا يْرًاُّاّل
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ُّةَُّ ُّتِدّيْرِوْنَىَا ُّحَاضّرَةً ارَةً ُّتّجَ يْنَ
ِ
ُّتَك نْ

َ
ُّا آْ

َّ
ُّاّل ُّتَرْتَاةِيْْٓا ا

َّ
ل
َ
ُّا دْنىْٰٓ

َ
ُّوَا ىَادَةّ ُّلّلشَّ كْيَمِ

َ
ُّوَا ّ يْسَُّاللّٰه

َ
ُّفَل مْ

ِ
يْنَك

اُّاّذَاُّتَُّ شْىّدِوْْٓ
َ
تِتِيْوَاُُّۗوَا

ْ
اُّتَك

َّ
ل
َ
مُّْجِنَاحٌُّا

ِ
يْك

َ
اُّشَىّيْدٌُّعَل

َ
ل اتّبٌُّوَّ

َ
ُّك اُّيِضُاۤرَّ

َ
يْاُُّّەُُّۗبَايَدْتِمُّْ ُّوَل

ِ
وَاّنُّْتَفْدَل

ُّشَيْءٍُّعَلّيْمٌُّ ّ
 
ُّةّكِل ِ ُُُّّۗوَاللّٰه ِ مُِّاللّٰه

ِ
مِك ّ

 
ُُُّّۗوَيِدَل َ مُُُّّْۗوَاتَّلِياُّاللّٰه

ِ
 ٢٨٢فَاّنَّهُّٗفِسِيْقٌٌُّۢةّك

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. 

Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan 

orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa 

kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. 

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), 

atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-

laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) 

seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang 

kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi 

perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 

menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai 

batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu 

lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada 

dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila 

kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), 

begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya 

hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah 
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memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.
42

 

 Ayat ini adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Qur’an. Firman 

Allah Swt “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.” Ini  adalah nasehat serta tuntunan dari Allah Swt kepada 

hamba-hamba-Nya yang beriman, kalau mereka melaksanakan muamalah 

secara tidak tunai, agar menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah 

dan batas waktu muamalah tersebut dan lebih menguatkan bagi saksi.
43

 

Muamalah adalah hukum yang mengatur antara dua orang atau lebih, baik 

antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum 

seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dsb.
44

 Dalam laporan realisasi 

anggaran, pencatatan dan penulisan laporan yang benar sangat penting 

untuk dilakukan mengingat salah satu sumber pendapatan yang ditulis 

dalam laporan realisasi anggaran adalah pajak yang berasal dari 

masyarakat, yang tentunya ini adalah amanah yang harus dilakukan 

sebaik-baiknya agar uang yang berasal dari masyarakat bisa terealisasi 

dengan baik dan digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti 

kalimat “Hendaklah kamu menuliskannya.” ini merupakan perintah dari 

Allah Swt supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat bukti dan 

menjaganya dari tindak kecurangan yang bisa saja terjadi.   

 Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan “Yang demikian itu lebih 

adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada ketidakraguan. Maksudnya, inilah yang kami perintahkan kepada 

kalian, yaitu untuk menulis kebenaran karena lebih menguatkan kesaksian, 

jika ia meletakkan tulisannya dan kemudian melihatnya, niscaya ia akan 

                                                 
42

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Sygma Examedia 

Ankarleema, 2016), h. 48 
43

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min 

Ibni Katsiir, Terj. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi’I, cet 4, 2004), jilid I, h. 561 
44

Dudi Badruzaman, “Prinsip-prinsip Muamalah dan Inplementasinya Dalam Hukum 

Perbankan Indonesia”, Moro. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, November 2018, 

h. 109 
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ingat akan kesaksian yang pernah ia berikan. Karena jika tidak 

menuliskannya, maka ia lebih cenderung lupa, sebagaimana yang sering 

terjadi.
45

 Lalu dalam ayat yang sama juga disebutkan “Dan bertakwalah 

kepada Allah.” Maksudnya hendaklah kamu takut dan senantiasa berada 

dibawah pengawasan-Nya dan jauhilah semua yang dilarang-Nya
46

, 

penggalan ayat ini dipertegas lagi dalam surah al-isra (QS. 17:36) yang 

berbunyi : 

ٰۤى ُّ ول
ِ
ُّا
 
ل
ِ
فِؤَادَُّك

ْ
تَصُرَُّوَاع

ْ
مْعَُّوَاع ُّاعسَّ مٌُُّۗاّنَّ

ْ
ُّعّل كَُّةّه 

َ
يْسَُّل

َ
اُّتَلْفُِّمَاُّع

َ
اُّوَل

ً
يْل ٔـُ انَُّعَنْهُِّمَسْ

َ
 ٣٦كَُّك

  Terjemahnya : 

Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan 

diminta pertanggungjawabannya.
47

 

Dalam ayat tersebut disebutkan, “Sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta 

pertanggungjawabannya.” Maksudnya, seorang hamba kelak akan 

dimintai pertanggungawaban mengenai pendengaran, penglihatan dan hati 

pada hari kiamat serta apa yang telah dilakukan dengan semua badan 

tersebut.
48

 Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, penerapan 

konsep pertanggungjawaban untuk menjalankan amanah kepada pihak-

pihak yang terkait wajib untuk dilakukan. Perintah ini bersifat universal 

yang artinya dalam praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar agar 

semua pihak merasakan manfaat dari laporan realisasi anggaran yang 

ditulis. 

                                                 
45

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min 

Ibni Katsiir, Terj. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi’I, cet 4, 2004), jilid I, h. 566-

567 
46

Ibid, h. 568 
47

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Sygma Examedia 

Ankarleema, 2016), h. 285 
48

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min 

Ibni Katsiir, Terj. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi’I, cet 4, 2004), jilid 5, h. 165 
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Dari yang telah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

kaidah akuntansi dalam konsep islam adalah kumpulan dasar-dasar hukum 

berasal dari sumber-sumber syariah islam untuk dipergunakan sebagai 

aturan dan pedoman oleh seorang akuntan dalam melakukan pekerjaannya, 

baik dalam mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan maupun 

melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang menjadi pijakan dalam 

menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa ekonomi. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Kajian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti/Tahun 

Judul Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Albertus 

Karjono dan 

Riani 

Sulistianingsih

(2020) 

Penerapan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Nomor 02 Tentang 

Laporan Realisasi 

Anggaran (Studi 

Pada Kantor Suku 

Dinas 

Perhubungan) 

Analisis 

deskriptif 

Penyajian Laporan 

Realisasi Anggaran 

yang disusun oleh 

Suku Dinas 

Perhubungan Kota 

Administrasi Jakarta 

Utara dilihat dari 

Basis Akuntansi, 

Karakteristik 

Kualitatif, Prinsip-

prinsip Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan, 

Pengakuan dalam 

Penyajian LRA, 

Pengukuran dalam 

Penyajian LRA sudah 

sesuai dengan PSAP 

02 dalam PP No.71 

Tahun 2010 dan 

secara keseluruhan 

telah sesuai dengan 



40 

 

 

 

PSAP 02 dalam PP 

No.71 Tahun 2010.
49

 

2 Putri Sundary 

(2020) 

Analisis Penerapan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

(PSAP) No. 02 

Tentang Laporan 

Realisasi Anggaran 

Pada Kantor 

Wilayah Direktorat 

Jenderal 

Perbendaharaan 

Provinsi Riau 

Deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pelaksanaan 

penggunaan anggaran 

Pada kantor wilayah 

direktorat jenderal 

perbendaharaan 

provinsi riau sudah 

Terealisasi dengan 

baik dan kanwil 

perbendaharaan 

sangat memanfaatkan 

Anggaran yang 

tersedia karena tidak 

ada realisasi anggaran 

yang melebihi dari 

Yang dianggarkan 

dan penyajian laporan 

realisasi anggaran 

yang disusun 

Sudah sesuai dengan 

PSAP 02 dalam PP 

No.71 tahun 2010.
50

 

3 Paidi (2019) Analisis Penerapan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi 

Pemerintah (PSAP) 

Nomor 02 Tentang 

Laporan Realisasi 

Anggaran (Studi 

Kasus Pada Kantor 

Kepala Desa 

Amplas Kecamatan 

Deskriptif 

kualitatif 

Penerapan penyajian 

laporan realisasi 

anggaran Kantor 

Kepala Desa Amplas 

Kecamatan Percut Sei 

Tuan Kabupaten Deli 

Serdang dilakukan 

sesuai peraturan yang 

berlaku, dan telah 

menyajikan unsur-

                                                 
49

Albertus Karjono dan Riani Sulistianingsih, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Pada Kantor Suku Dinas 

Perhubungan)”, Jurnal Manajemen Bisnis, 2020, Vol. 23, No. 3, h. 247-267 
50

Putri Sundary, “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Riau” (Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 

RIAU, 2020) 
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Percut Sei Tuan) unsur laporan 

realisasi anggaran.
51

 

4 Ruliaty, Ismail 

Badollahi, A 

Indah 

Nurfadillah 

(2019) 

Analisis Laporan 

Realisasi Anggaran 

Untuk Mengukur 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah  

Daerah Kabupaten 

Bone 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Pertama, kemandirian 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone 

dalam memenuhi 

kebutuhan dana untuk 

penyelenggaraan 

tugas-tugas 

pemerintahan, 

pembangunan, dan 

pelayanan sosial 

kepada masyarakat 

masih sangat rendah 

dan bahkan 

mengalami naik turun 

dari tahun ke tahun. 

Kedua, kinerja 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone 

dalam 

merealiasasikan 

pendapatan asli 

daerahnya tergolong 

tidak efektif dan 

tergolong efisien. 

Ketiga, sebagian 

besar yang dimiliki 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone 

masih diprioritaskan 

untuk mencukupi 

kebutuhan belanja 

operasi daripada 

belanja modal.
52

 

5 Nur Aprilia Analisis laporan Deskriptik Hasil penelitian 

                                                 
51

Paidi, “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang 

Laporan Realiasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei 

Tuan) (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, 2019) 
52

Ruliaty, et. al., “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone” dalam Jurnal Ekonomi Unismuh, 2019, Vol 1, No 

1, h. 40-66 
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(2019) Realisasi anggaran 

untuk menilai 

kinerja keuangan 

pada kantor 

kesyahbandaran 

dan otoritas pada 

pelabuhan kelas IV 

Tegal 

kuantitatif menunjukan bahwa 

anggaran pendapatan 

sudah sangat efektif 

karena memiliki 

presentase dengan 

rata-rata 162,53%, 

namun realisasi 

belanja KSOP cukup 

efektif dan kurang 

efisien karena 

memiliki presentase 

rata-rata 89,77%.
53 

6 Rusdi (2018) Analisis Laporan 

Realisasi Anggaran 

Pendapatan Dan 

Belanja Daerah 

Pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Enrekang 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukan Tingkat 

efektifitas pendapatan 

dari pemerintah Kab. 

Enrekang T.A 2015-

2017 belum mencapai 

target namun sudah 

mencapai kategori 

efektif karena berada 

pada predikat 90%-

100% serta 

Pemerintah kabupaten 

Enrekang dinilai 

mampu menghemat 

anggaran belanja 

dengan sangat efisien, 

hal ini terlihat dari 

tidak adanya angka 

yang melebihi 

anggaran belanja, 

yang mampu 

menghemat anggaran 

belanja sebesar 

26,08%; 15,13%; 

41,05%
54

 

7 Rukayah, 

Nugrahini 

Kusumawati, 

Analisis Laporan 

Realisasi Anggaran 

Dengan 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukan 

Pemerintah Badan 

                                                 
53

Nur Aprilia, “Analisis laporan Realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada 

kantor kesyahbandaran dan otoritas pada pelabuhan kelas IV Tegal”, (Tugas Akhir, Politeknik 

Harapan Bersama Kota Tegal, 2019) 
54

Rusdi, “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2018) 
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Raden Irna 

Afriani (2017) 

Menggunakan 

Rasio Efektivitas 

Dan Rasio Efisiensi 

Pada Kantor Badan 

Perijinan Terpadu 

Dan Penanaman 

Modal Kabupaten 

Serang 

Perijinan Terpadu dan 

Penanaman Modal 

Kabupaten Serang 

dikatakan berhasil 

Merealisasikan 

Pendapatan dengan 

Anggaran 

Pendapatannya. 

namun kurang 

berhasil dalam 

Merealisasikan 

Belanja dengan 

Anggaran 

Belanjanya
55

 

8 Riyanto Utomo 

dan Cahaya 

Elbash (2016) 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Nomor 02 Tentang 

Laporan Realisasi 

Anggaran 

Berdasarkan PP 

Nomor 71 Tahun 

2010 Di Dinas 

Pekerjaan Umum 

Kabupaten Gresik 

Analisis 

deksriptif 

Penyajian dan 

pengungkapan 

pendapatan, belanja 

dan pembiayaan pada 

dinas pekerjaan 

umum kabupaten 

gresik yang 

dilaporkan dalam 

laporan realisasi 

anggaran sudah sesuai 

dengan PP Nomor 71 

tahun 2010.
56

 

9 Astria Nur 

Jannah Dien, 

Jantje 

Tinangon, 

Stanley 

Walandouw 

(2015) 

Analisis Laporan 

Realisasi Anggaran 

Untuk Menilai 

Kinerja Keuangan 

Pada Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah 

Kota Bitung 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

diperoleh bahwa 

tingkat dan kriteria 

efektivitas 

penerimaan PAD di 

Dinas Pendapatan 

Kota Bitung Tahun 

Anggaran 2009-2013 

sangat efektif, namun 

tingkat dan kriteria 

efisiensi 

anggaran belanja 

secara keseluruhan 

                                                 
55

Rukayah et. al., “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio 

Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal 

Kabupaten Serang” dalam Jurnal Akuntansi, 2017, Vol 4, No 2, h. 1-11 
56

Riyanto Utomo dan Cahaya Elbash, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Di Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik”, Jurnal  Gema Ekonomi, Desember 2016, h. 155-165  
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kurang efisien 

dikarenakan 

penggunaan anggaran 

belanja yang terlalu 

tinggi.
57

 

10 Siti asmianti 

dan Stanley K. 

Walandouw  

(2015) 

Evaluasi Penerapan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Tentang Penyajian 

Laporan Realisasi 

Anggaran 

Pemerintah 

Kabupaten 

Minahasa Utara 

Analisis 

deskriptif 

Penyajian laporan 

realisasi anggaran 

Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Utara secara 

keseluruhan telah sesuai 

dengan PSAP No. 2, 

dengan menyajikan 

struktur laporan 

realisasi anggaran, 

periode pelaporan, dan 

isi laporan realisasi 

anggaran yang telah 

sesuai dengan PSAP 

No. 2 paragraf 10,11, 

dan 14.
58 

 

 Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada riset Albertus Karjono serta Riani Sulistianingsih (2020) memakai 

pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitiannya serta pendekatan ini pula 

yang penulis pakai dalam riset ini. Perbandingan riset ini dengan riset albertus 

karjono terletak pada metode pengumpulan informasinya, periset terdahulu 

memakai metode kuesioner sebaliknya periset saat ini memakai wawancara. 

2. Penelitian Putri Sundary (2020) membahas tentang penerapan PSAP Nomor 

02 yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini 

dengan riset sundary terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian 

sundary adalah kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan riau. 

                                                 
57

Astria Nur Jannah Dien, et. al., “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai 

Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung” dalam Jurnal EMBA, 

2015, Vol 3, No 1, h. 534-541  
58

Siti asmianti dan Stanley K. Walandouw, “Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Utara”, Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Maret 2015, Vol. 3, No. 1, h. 

418-425 
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3. Pada riset Paidi (2019) memakai pendekatan deskriptif kualitatif dalam 

penelitiannya serta pendekatan ini pula yang penulis pakai dalam riset ini. 

Perbandingan riset ini dengan riset paidi terletak pada objek penelitiannya, 

dimana objek riset paidi merupakan kantor kepala desa amplas kecamatan percut 

sei tuan. 

4. Penelitian Ruliaty, Ismail Badollahi, A Indah Nurfadillah (2019) membahas 

tentang Analisis laporan realisasi anggaran yang mana hal ini sama dengan 

penelitian ini. Perbandingan riset ini serta dengan ruliaty terletak pada objek 

penelitiannya, dimana objek penelitian Ruliaty, Ismail Badollahi, A Indah 

Nurfadillah (2019) adalah di Pemerintah Kabupaten Bone. 

5. Penelitian Nur Aprilia (2019) mengulas tentang Analisis laporan realisasi 

anggaran yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini 

dengan riset nur aprilia terletak pada objek penelitiannya, dimana objek 

penelitian Nur Aprilia (2019) adalah di Kantor kesyahbandaran pelabuhan 

kelas IV tegal. 

6. Penelitian Rusdi (2018) mengulas tentang Analisis laporan realisasi anggaran 

yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini dengan 

riset rusdi terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian Rusdi 

adalah di Pemerintah Kabupaten Enrekang. 

7. Riset Rukayah, Nugrahini Kusumawati, Raden Irna Afriani (2017) mangulas 

tentang Analisis laporan realisasi anggaran yang mana perihal ini sama dengan 

riset ini. Perbandingan riset ini dengan riset rukayah terletak pada objek 

penelitiannya, dimana objek riset Rukayah, Nugrahini Kusumawati, Raden 

Irna Afriani( 2017) merupakan di Kantor Tubuh Perijinan Terpadu Serta 

Penanaman Modal Kabupaten Serang. 

8. Penelitian Riyanto Utomo dan Cahaya Elbash (2016) membahas tentang 

penerapan PSAP Nomor 02 yang mana hal ini sama dengan penelitian ini. 

Perbandingan riset ini dengan riset riyanto terletak pada objek penelitiannya, 
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dimana objek penelitian Riyanto Utomo dan Cahaya Elbash (2016) adalah 

Pemerintah kabupaten gresik  

9. Penelitian Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, Stanley Walandouw 

(2015) mengulas tentang Analisis laporan realisasi anggaran yang mana hal ini 

sama dengan penelitian ini. Perbandingan riset ini dengan riset astria nur 

jannah dien terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian Astria 

Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, Stanley Walandouw (2015) adalah di 

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung 

10. Penelitian Siti asmianti dan Stanley K. Walandouw (2015) mengulas tentang 

Penyajian laporan realisasi anggaran yang mana hal ini sama dengan 

penelitian ini. Perbandingan riset ini dengan riset siti terletak pada objek 

penelitiannya, dimana objek penelitian Siti asmianti dan Stanley K. Walandouw 

(2015) adalah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Laporan Realisasi Anggaran yang disusun  

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Medan 

Pendapatan Belanja Transfer Pembiayaan SiLpa/SiKpa 

Penerapan Laporan Realisasi Anggaran 

yang disusun Badan Pengelola Keuangan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Tipe riset ini ialah riset kualitatif serta pendekatan riset ini menggunaan 

tata cara kualitatif deskriptif. Creswell mendefinisikan tata cara kualitatif 

deskriptif selaku sesuatu pendekatan ataupun penelurusan buat mengeksplorasi 

serta menguasai sesuatu indikasi sentral. Buat paham indikasi sentral tersebut 

periset mewawancarai peserta riset ataupun narasumber dengan mengajukan 

persoalan yang universal serta agak luas. Hasil akhir dari riset kualitatif 

dituangkan dalam laporan tertulis. Laporan tersebut bertabiat fleksibel sebab tidak 

terdapat syarat baku tentang struktur serta wujud laporan hasil riset kualitatif.
1
 

Sebaliknya pendekatan yang digunakan dalam riset ini merupakan 

pendekatan kualitatif, ialah tipe riset yang tiap temuannya tidak di peroleh lewat 

prosedur statistik ataupun wujud hitungan yang lain. Riset ini diartikan buat 

mengenali fenomena tentang apa yang di natural oleh subjek riset, semacam sikap, 

anggapan, motivasi, aksi serta lain- lainnya yang memakai tampilan berbentuk 

perkata lisan ataupun tertulis yang di cermati oleh peneliti.
2
 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 

Medan, Sumatera Utara. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 

2021. Adapun rincian penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

                                                 
1
Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Cikarang: GRASINDO, 2010), h.7 

2
Arfan Ikhsan, Metodologi Penelitian BIsnis, (Bandung: Citapusaka Media, 2014), h. 35   
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Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 

Mei Juni Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 

                

2 Penyusunan 

Proposal 

                

3 Bimbingan 

Proposal 

                

4 Seminar 

Proposal 

                

5 Penelitian/Riset                 

6 Bimbingan 

Skripsi 

                

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Tipe informasi pada riset ini merupakan informasi kualitatif. Informasi 

kualitatif merupakan informasi yang disajikan dalam wujud perkata (tulisan), 

foto (audio) ataupun video yang mempunyai arti. Data- data tersebut diperoleh 

dari wawancara, perekaman, pemotretan, pengamatan serta lain sebagainya.
3
 

Kerap diucap tata cara riset naturalistik sebab penelitiannya dicoba dalam 

keadaan alamiah. Tata cara kualitatif digunakan buat memperoleh informasi 

yang mendalam ialah informasi yang memiliki arti. Arti merupakan informasi 

yang sesungguhnya, informasi yang tentu ialah sesuatu nilai balik informasi 

                                                 
3
Rumus statistic, Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian, 

https://www.rumusstatistik.com/2019/03/jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data-

penelitian.html, diakses pada 14 juni 2021 

https://www.rumusstatistik.com/2019/03/jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data-penelitian.html
https://www.rumusstatistik.com/2019/03/jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data-penelitian.html
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yang nampak. Oleh sebab itu, dalam riset kualitatif tidak menekankan pada 

generalisasi, namun lebih menekankan pada arti.
4
 

 

2. Sumber Data 

Dalam riset ini, sumber informasi yang digunakan terdapat 2 ialah 

informasi primer serta informasi sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer ialah sumber informasi yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli ataupun pihak awal.
5
 Informasi primer ialah 

sumber informasi riset yang didapatkan secara langsung dari sumber asli 

(tidak lewat media perantara). Informasi primer bisa berbentuk opini 

subjek (orang) secara individual ataupun kelompok, hasil observasi 

terhadap sesuatu barang (raga), peristiwa ataupun aktivitas serta hasil 

pengujian.
6
 Informasi primer dalam riset ini di peroleh lewat wawancara 

yang dicoba secara langsung kepada Staff Bidang Akuntansi serta 

Pelaporan BPKAD Kota Medan. Wawancara ini dicoba buat memperoleh 

informasi serta data yang relevan dengan topik riset. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah informasi yang sudah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul informasi serta diterbitkan kepada warga pengguna 

jasa cocok dengan kebutuhan..
7
 Informasi sekunder biasanya berbentuk 

fakta, catatan ataupun laporan historis yang sudah disusun serta jadi arsip, 

serta informasi sekunder dalam riset ini ialah Profil BPKAD Kota Medan, 

Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan serta Laporan Realisasi 

Anggaran Pemerintah Kota Medan. Informasi ini digunakan selaku 

pendukung buat kelengkapan riset buat menyamakan hasil wawancara 

                                                 
4
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D), 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 14 
5
Arfan Ikhsan, et. al., Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, 

(Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 122 
6
Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & 

Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 146   
7
Muhammad Maskan, Metodologi Penelitian Bisnis, (Malang: Polinema Press, 2018) 

h.37   
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dengan laporan yang terbuat Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah( 

BPKAD) Kota Medan. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ialah informan maupun narasumber yang jadi sumber 

informasi studi..
8
 Subjek riset ini merupakan Staff Bidang Akuntansi dan 

Pelaporan BPKAD Kota Medan. 

2. Objek Penelitian 

Objek riset merupakan topik kasus yang dikaji dalam riset.
9
 Objek riset ini 

merupakan LRA pemerintah kota medan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan pada riset ini merupakan 

selaku berikut : 

1. Wawancara  

Tata metode ini yakni tata metode pengumpulan data yang dicoba demi 

memperoleh informasi secara langsung dengan wawancara kepada 

narasumber.
10

 Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah 

proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang  berasal dari 

pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dengan penggunaan yang 

lebih fleksibel. Pada umumnya wawancara dicoba secara bertatap muka 

langsung. Namun, ada sebagian wawancara yang dicoba melalui telepon, 

Mengenai ini digunakan buat menjauhi kelemahan wawancara dengan tatap 

muka langsung yang disebabkan pandemi covid- 19 maupun letak geografis 

yang jauh. Karena yang sangat berarti bila melaksanakan wawancara yakni 

                                                 
8
Sosiologis.com/objek-penelitian, diakses pada 28 Juli 2021 

9
Ibid. 

10
Arfan Ikhsan, et.al., Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan manajemen, 

(Bandung, Citapustaka Media, 2014) h. 123 
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mempererat suatu jalinan persahabatan dengan narasumber.
11

 Buat 

mengumpulkan data dan informasi yang valid dan kokoh, langkah 

mengumpulkan data yang utama yakni pengamat melakukan wawancara 

secara langsung serta mendalam kepada narasumber yang berkompeten di 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan pada 

bidang akuntansi serta pelaporan. Dan mengumpulkan informasi dari 

responden yang sehabis itu dijadikan sebagai bahan penataan studi. 

 

2. Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi yakni sesuatu tata cara pengumpulan data dengan 

memandang dan menganalisa dokumen laporan realisasi anggaran dan 

pengumpulan data yang diperoleh dimana penulis turun langsung ke objek 

studi buat memperoleh data dan realitas yang berkenaan dengan topik yang 

diteliti dan sehabis itu dicoba pengkajian data- data yang berkaitan dengan 

kasus yang diamati. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Tata metode analisis yang digunakan dalam penataan skripsi ini ialah 

penataan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan buat memberikan 

gambaran yang mendalam tentang latar belakang berbagai sifat serta berbagai 

karakteristik yang asli dari subyek yang diteliti. Studi kualitatif ini memiliki arti 

sebagai suatu proses yang berupaya buat mendapatkan penjelasan yang lebih baik 

tentang kompleksitas yang terjalin dalam interaksi manusia. Studi kualitatif 

bertujuan buat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek studi. 

Dalam melakukan analisa deskriptif terhadap data studi ini, pengamat 

melakukan sesi mengumpulkan bermacam informasi dan informasi yang berkaitan 

dengan LRA, sehabis itu menganalisa data dan informasi tentang LRA dan 

menganalisis penerapan PSAP Nomor 02 terhadap LRA Pemerintah Kota Medan 

yang disusun Badan Pengelola Keuangan serta peninggalan wilayah Kota Medan, 

selanjutnya merumuskan uraian dari penjelasan yang ada. 

                                                 
11

Ibid. 
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Studi ini mendeskripsikan kesesuaian antara Laporan Realisasi Anggaran 

yang dibuat BPKAD Kota Medan yang dibandingkan dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

pada PP Nomor 71 Tahun 2010 melalui tata cara wawancara dengan daftar 

checklist. 

Riset ini mengevaluasi laporan realisasi anggaran Kota Medan dengan 

analisis komparatif terhadap objek riset dengan konsep pembanding dalam perihal 

ini kebijakan akuntansi serta mengombinasikan 2 faktor, YAKNI: 

1. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan 

Langkah langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi serta dari hasil 

pengumpulan data tersebut didapatkan Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Kota Medan dan proses penyusunannya. 

2. Menganalisa komponen pelaporan yang digunakan sesuai dengan pedoman 

yang tercantum dalam PSAP no.02 

3. Menganalisa anggaran pendapatan terealisasi yang dibandingkan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode sesuai dengan pedoman 

yang tercantum dalam PSAP no.02 

4. Menganalisa anggaran belanja terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran 

belanja yang telah ditetapkan dalam satu periode sesuai dengan pedoman yang 

tercantum dalam PSAP no.02 

5. Menganalisa anggaran transfer terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran 

transfer yang telah ditetapkan dalam satu periode sesuai dengan pedoman 

yang tercantum dalam PSAP no.02 

6. Menganalisa anggaran pembiayaan terealisasi yang dibandingkan dengan 

anggaran pembiayaan yang telah ditetapkan dalam satu periode sesuai dengan 

pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02 
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7. Menganalisa pelaporan LRA yang harus disusun paling sedikit sekali dalam 

setahun sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02 

8. Menganalisa klasifikasi pos-pos pendapatan sesuai dengan pedoman yang 

tercantum dalam PSAP no.02 

9. Menganalisa klasifikasi pos-pos belanja sesuai dengan pedoman yang 

tercantum dalam PSAP no.02 

10. Menganalisa klasifikasi pos-pos transfer sesuai dengan pedoman yang 

tercantum dalam PSAP no.02 

11. Menganalisa klasifikasi pos surplus atau defisit sesuai dengan pedoman yang 

tercantum dalam PSAP no.02 

12. Menganalisa klasifikasi pos-pos penerimaan pembiayaan sesuai dengan 

pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02 

13. Menganalisa klasifikasi pos-pos pengeluaran pembiayaan sesuai dengan 

pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02 

14. Menganalisa klasifikasi pos pembiayaan neto sesuai dengan pedoman yang 

tercantum dalam PSAP no.02 

15. Menganalisa klasifikasi pos sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran 

sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02 

16. Menganalisa pelaporan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang 

harus dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih sesuai dengan 

pedoman yang tercantum dalam PSAP no.02 

 

Riset ini memakai indikator dengan daftar checklist. Demi memperoleh 

hasil jawaban yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan memakai daftar 

Checklist, opsi jawaban yang disajikan ialah Ya serta Tidak dimana jawaban Ya 

bernilai 1 serta Tidak bernilai 0. Buat menghitung persentase jawaban yang 

diperoleh dengan memakai Rumus Dean J Champion.
12

 Di bawah ini adalah 

kriteria penilaian menurut Dean J. Champion : 

 

                                                 
12

Dean J. Champion, Basic Statistic for Social Research (London: Chandler Pub. Co., 

2009) h. 302 
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Tabel 3.2 

Kriteria Penilaian 

NO NILAI KRITERIA 

1 0% - 25% Tidak Baik 

2 25% -50% Kurang Baik 

3 50% - 75% Baik 

4 75% - 100% Sangat Baik 

Sumber : Basic Statistic for Social Research, 2009 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan 

Pemerintah Kota Medan yang satu dari berbagai kota/kabupaten di 

Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus sendiri sumber-sumber pendapatan daerah. Untuk koherensi dan 

kemajuan kota Medan, dipercaya bahwa kota Medan akan benar-benar ingin 

menyelidiki, mengawasi, dan memperluas kemampuan aset yang ada di kota 

Medan. Dengan terus mengusut, mengawal dan memperluas kemampuan aset 

yang ada di Kota Medan, sebenarnya ingin membangun retribusi, dalam 

rangka mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Secara geologis, Kota Medan 

memiliki posisi penting karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka di 

sebelah utara, sehingga agak dekat dengan masyarakat/negara perkotaan yang 

lebih berkembang seperti Pulau Penang, Malaysia, Singapura dan lain-lain. 

Demikian pula secara demografis, Kota Medan dinilai memiliki porsi tenaga 

kerja dan produk yang cukup besar dimana pada tahun 2020 telah mencapai 

2.524.321 penduduk serta kepadatan penduduk sebesar 9.522,22 jiwa/km
2
. 

Demikian pula, secara moneter dengan desain moneter yang diliputi oleh 

daerah tersier dan opsional, Kota Medan dapat dibentuk menjadi pusat 

pertukaran dan moneter lokal publik. 

a. Geografi dan Demografi 

Kota Medan ditopang oleh ruang seluas 265,10 km2 atau 3,6 

persen dari luas keseluruhan Provinsi Sumatera Utara. Secara resmi, Kota 

Medan diapit oleh Selat Malaka di utara, dan Kabupaten Deli Serdang di 

timur, barat, dan selatan. Kota Medan merupakan fokus manajerial 

Provinsi Sumatera Utara. memiliki posisi esensial yang semakin membumi 

baik secara lokal maupun secara luas. Posisi ini menjadi modal 

fundamental dalam kemajuan kota. Kota Medan, mungkin sebagai pusat 

moneter lokal utama di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga komunitas 
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kota metropolitan baru, memiliki posisi kunci yang memperkuat baik 

secara teritorial maupun secara luas. Posisi ini menjadi modal penting 

dalam kemajuan kota. 

Kota Medan sebagai pusat moneter lokal utama di pulau Sumatera 

dan salah satu dari tiga kota metropolitan baru di Indonesia, memiliki 

kedudukan, kapasitas dan tugas penting sebagai pintu masuk utama bagi 

pelaksanaan pertukaran teritorial/dunia dan administrasi moneter di 

Indonesia bagian barat yang ditopang oleh aksesibilitas Pelabuhan 

Belawan seperti halnya kerangka dan utilitas kota lainnya. Kota Medan 

secara resmi saat ini terdiri dari 21 sub-lokal dengan 151 sub-wilayah, 

yang terbagi menjadi 2.001 wilayah. Dari segi regulasi, Kota Medan agak 

sedikit berbeda dengan masyarakat perkotaan lainnya, namun kondisi 

keuangan teritorial Kota Medan sangat penting karena terletak di daerah 

pedalaman dengan basis keuangan yang umumnya besar dan beragam aset 

tetap, hanya sebagai bantuan pelabuhan. 

Dibandingkan dengan daerah perkotaan besar lainnya, Kota Medan 

memiliki ruang terbatas karena wilayah peraturan yang tipis di tengah. 

Dengan keterbatasan ruang, batas angkut iklim metropolitan ternyata tidak 

terlalu ideal, terutama hambatan reguler dalam pengembangan wilayah 

utara Kota Medan, khususnya dalam penataan kerangka metropolitan dan 

perkantoran. Kondisi ini juga membuat kemiringan menjadi kurang 

disesuaikan dan kurang terkoordinasi dalam penataan ruang metropolitan 

di bagian utara dan selatan. 

 

 

 

 



58 

 

 

 

b. Lambang Pemerintah Kota Medan 

 

Gambar 4.1 

Lambang Pemerintah Kota Medan 

 

Arti dari lambang Pemerintah Kota Medan di atas ialah sebagai 

berikut: 

1. Padi 17 butir menandakan hari ketujuh belas Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia. 

2. 8 kuntum bunga kapas menandakan bulan kedelapan dari Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia. 

3. Empat penyangga serta lima 5 buah perisai menandakan tahun ke-45 

Proklamasi Indonesia. 

4. 1 bambu diasah yang terletak di belakang pagar merupakan gambaran 

perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan 5 bahan pokok 

terpenting sebelum bambu diasah menyiratkan bahwa Kesejahteraan 

dan Keadilan Sosial teredar secara merata di hadapan kita. 

5. Bintang yang berkilau 5 adalah Bintang Kebangsaan, yang 

mengandung makna bahwa keberadaan penduduk Kota Medan 

khususnya dan Indonesia secara keseluruhan akan berkilau dengan 

indahnya dan terbebas dari kemelaratan dan keputusasaan. 
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6. Pancaran bintang 5 berarti 5 bahan pokok terpenting yang dikirim dari 

Kota Medan dan 5 daerah perisasi berarti Pancasila yang merupakan 

dasar negara Republik Indonesia. 

 

c. Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan 

Visi kota medan adalah menjadi kota masa depan yang 

multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. 

Misi Kota Medan adalah sebagai berikut : 

1) Kerjasama 

Mendorong keamanan, organisasi, investasi dan persekutuan 

semua mitra kemajuan kota. 

2) Kreativitas dan Inovasi 

Memperluas efektivitas melalui pembebasan dan debirokratisasi 

serta membangun lingkungan spekulasi yang tidak dapat disangkal 

menguntungkan, mengingat kemajuan inovasi dan pembangunan 

provinsi untuk permintaan peningkatan intensitas teritorial dan 

kapasitas yang dekat. 

3) Kebhinekaan 

Pembinaan karakter wilayah lokal metropolitan bergantung pada 

moral dan kualitas etika ragam yang ketat di tepi ragam. 

4) Penanggulangan kemiskinan 

Meningkatkan program peningkatan kecepatan dan perluasan 

program pengurangan kemiskinan 

5) Multikulturalisme 

Mendorong harmonisasi, kekeluargaan, ketabahan, solidaritas dan 

kehormatan sosial, dalam pandangan budaya lokal dan kepribadian 

multikulturalisme di dekatnya. 

6) Tata ruang kota yang konsisten 

Memilah penataan ruang metropolitan yang andal dan ditopang 

oleh aksesibilitas kerangka dan utilitas metropolitan yang semakin 

mutakhir dan praktis. 
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7) Peningkatan kesempatan kerja  

Memberdayakan perluasan pembukaan bisnis dan gaji individu 

melalui perluasan tingkat pelatihan dan kesejahteraan umum secara 

adil dan wajar. 

8) Smart city 

Mewujudkan Medan sebagai Smart City. 

 

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan 

a. Sejarah Singkat BPKAD Kota Medan 

Dahulu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih 

merupakan unit kerja kecil, tepatnya bagian keuangan sekretariat kota 

Medan dengan tugas utama menangani keuangan pemerintah daerah 

Medan. Mengingat pada saat itu tugas administrasi moneter pemerintah 

daerah Medan belum begitu membingungkan, maka pembagian moneter 

kota Medan terdiri dari satu sekretariat dan 4 bidang, yaitu anggaran, 

akuntansi, perbendaharaaan serta aset. Dengan semakin berkembangnya 

pergantian peristiwa dan laju perkembangan penduduk Kota Medan, maka 

pada saat itu melalui Peraturan Daerah Kota Medan no. 2 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, bagian 

keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan yang terdiri dari 5 ruas 

dinaikkan menjadi perangkat daerah. kantor administrasi moneter yang 

tugas utamanya adalah mengawasi dana pemerintah Kota Medan. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang 

layak dijadikan tempat penyelenggaraan administrasi publik dalam 

kaitannya dengan administrasi besar. Pembinaan dan penyempurnaan 

penyelenggaraan moneter daerah diarahkan pada penyelenggaraan 

paguyuban perangkat kewilayahan yang handal dan berkualitas dalam 

rangka dan penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

cara untuk menciptakan dan menggarap administrasi moneter provinsi. 

Rencana mahir asosiasi perangkat provinsi untuk pengawasan dan 
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tanggung jawab, kualitas dan pengaturan perincian moneter lokal dan 

eksekutif. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 

berharap agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan dapat 

menyelesaikan kewajibannya dengan tepat, cakap dan berhasil dijunjung 

oleh Lembaga Perangkat Daerah yang layak dan efektif sehingga 

penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan yang mengagumkan dapat 

diakui sesuai dengan kerangka dan metodologi administrasi moneter SOP 

yang berlaku 

. 

b. Struktur Organisasi 

Organisasi atau bagian-bagian BPKAD Kota Medan terdiri dari : 

1) Kepala Badan 

2) Sekretariat 

Sekretariat membawahkan beberapa bagian, yaitu : 

a) Sub Bagian Umum 

b) Sub Bagian Keuangan 

c) Sub Bagian Penyusunan Program 

3) Kepala Bidang Anggaran 

Bidang anggaran membawahkan beberapa bagian, yaitu : 

a) Sub Bidang Pendapatan 

b) Sub Bidang Belanja Tidak langsung 

c) Sub Bidang Belanja Langsung 

4) Kepala Bidang Perbendaharaan 

Bidang Perbendaharaan membawahkan beberapa bagian, yaitu : 

a) Sub Bidang Gaji 

b) Sub Bidang Belanja 

c) Sub Bidang Kas 

5) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan beberapa bagian, yaitu : 

a) Sub Bidang Pembukuan 

b) Sub Bidang Pelaporan 
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c) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 

6) Kepala Bidang Aset dan Investasi 

Bidang Aset dan Investasi membawahkan beberapa bagian, yaitu : 

a) Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi 

b) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan 

c) Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi 
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 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Medan terjadi pada tanggal 28 Desember 2011. Visi dan misi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dilaksanakan dari 

tahun 2011-2015. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan 

berharap agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan dapat 

melaksanakan dengan baik, benar dan memadai yang ditopang oleh 

Lembaga Perangkat Daerah yang berdaya dan produktif sehingga 

penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan yang hebat dapat diakui 

secara metodologi moneter dan pengurusnya sebagai asas fungsional dan 

strategi (SOP). Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2011-

2015 adalah “Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota 

Medan yang Profesional, Berwawasan Manajemen, Sistematis, Efisien 

dan Efektif Pengelolaan". 

Dalam mewujudkan visi ini, Badan Pengelola Keuangan Daerah 

Kota Medan menempatkan tujuan utama asosiasi sebagai tugas mendasar 

yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan hierarkis dalam jangka 

waktu tertentu. 

 

c. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD 

 BPKAD mempunyai tugas menyelesaikan perincian dan 

pelaksanaan pendekatan masalah pemerintah provinsi di bidang 

administrasi moneter wilayah dalam lingkup perencanaan, penyimpanan, 

pembukuan dan pengumuman. Badan ini juga menjalankan fungsi : 

1) Perumusan strategi khusus di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(PKD). 

2) Penyusunan aturan dan aturan khusus untuk masalah pemerintahan 

daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). 

3) Memberikan dukungan kepada organisasi pemerintah lingkungan di 

bidang administrasi moneter. 

4) Penyiapan dan pelaksanaan organisasi moneter, pengorganisasian, 
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pengungkapan dan tanggung jawab administrasi moneter daerah. 

5) Pembinaan dan pelaksanaan usaha-usaha di bidang administrasi 

moneter daerah. 

 

B. Temuan Penelitian 

1. Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan Pada 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 

 Prosedur adalah berbagai kegiatan administrasi yang melibatkan banyak 

sumber daya manusia untuk mencapai tindakan yang sama dalam melakukan 

suatu kegaiatan yang dilakukan secara rutin. Lewat prosedur, informasi bisa 

terkumpul serta di informasikan kepada yang memerlukannya. Penyusunan 

laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan diharapkan efektif, efisien 

dan hemat dengan lewat prosedur yang pas. Perihal ini dikenal sebab laporan 

realisasi anggaran yang disusun oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam 

bidangnya. 

 Adapun hasil kegiatan wawancara yang penulis lakukan dengan Staff 

Bidang Akuntansi Subbid Pembukuan yaitu Bapak Darman Silalahi, 

bahwasanya beliau mengatakan : 

“Prosedur penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota 

Medan diawali dengan penyusunan LRA di masing-masing SKPD di 

Kota Medan, setelah itu masing-masing SKPD tersebut mengirimkan 

LRA-nya kepada BPKAD Kota Medan untuk dihimpun atau 

digabungkan menjadi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota 

Medan.  

Dalam proses penyusunan LRA ini terdapat beberapa kendala baik dari 

segi penyusunan maupun pencapaian. Kendala dalam proses penyusunan 

terjadi karena alat kerja yang digunakan oleh pemerintah daerah 

bernama SIPD, dalam tahun-tahun sebelumnya BPKAD masih 

menggunakan SIMDA dan itu tidak terdapat kendala, namun setelah 

menggunakan SIPD kendala-kendala tersebut muncul, hal ini disebabkan 

karena aplikasi yang berasal dari permendagri tersebut masih baru dan 

masih dalam tahap uji coba namun sudah wajib digunakan oleh seluruh 

SKPD di Indonesia dengan tujuan mengintegrasikan sistem satu data di 

Indonesia, namun efeknya adalah sering terjadi error yang 

mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyusunan LRA Kota 

Medan. Sedangkan kendala berikutnya adalah pencapaian yang 

berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena efek 
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pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda. 

Pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LRA ini dimulai dari 

bendahara pengeluaran masing-masing SKPD, kasubbag keuangannya, 

dan kepala SKPD nya. Sedangkan dari BPKAD sendiri yang terlibat 

adalah bidang akuntansi dan dikarenakan tahun ini sudah menggunakan 

SIPD maka penyusunan ini juga melibatkan bidang perbendaharaan.” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Darman Silalahi tersebut, 

penulis menyimpulkan bahwa proses penyusunan LRA Kota Medan sudah 

dilakukan dengan prosedur yang baik, dimulai dengan penyusunan LRA dari 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota medan 

kemudian dikumpulkan di BPKAD Kota Medan untuk disusun menjadi LRA 

Kota Medan. Efek pandemi covid-19 dan Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (SIPD) sebagai alat kerja baru yang sering error sehingga 

menyebabkan beberapa kendala dan masalah dalam proses penyusunan dan 

pencapaian LRA ini, namun hal itu tidak menghalangi proses penyelesaian 

penyajian LRA Kota Medan ini. 

 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LRA ini adalah 

orang-orang yang berkompeten dibidangnya dimulai bendahara pengeluaran, 

kasubbag keuangan dan kepala masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di kota medan. Sedangkan di BPKAD sendiri yang terlibat 

adalah bidang akuntansi dan bidang perbendaharaan. 

 Proses penyusunan LRA kota medan dilaksanakan setiap bulan dan 

kemudian diakumulasikan pada setiap akhir periode akuntansi, ini dilakukan 

supaya anggaran yang telah ditetapkan bisa diawasi dengan baik serta pada 

akhir periode pelaporan SiLPA dan SiKPA dipindahkan ke laporan perubahan 

saldo anggaran lebih. 

 Berdasarkan proses penyusunan LRA kota medan, dapat ketahui 

bahwasanya prosedur penyusunan LRA Pemko Medan sudah melibatkan 

semua pihak yang berkompeten dan terbatas, maka ini sudah sesuai dengan 

Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 
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2. Penerapan PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan 

Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Medan 

 Penerapan ini dilakukan dengan membandingakan antara LRA 

Pemerintah Kota Medan yang disusun pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Medan dengan PSAP Nomor 02 yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

 PSAP Nomor 02 PP No 71 Tahun 2010 memuat tentang Laporan 

Realisasi Anggaran. Mengenai kesesuaian penerapan PSAP No 02 PP No 71 

Tahun 2010 yang disusun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Medan dengan memakai Rumus Dean J. Champion. Kriteria penilaian 

menurut Dean J. Champion bisa dilihat pada tabel 3.2. 

 Berikut adalah hasil yang didapat dari indikator yang digunakan dalam 

penelitian untuk mengetahui kesesuaian penerapan antara PSAP Nomor 02 

dengan LRA Pemerintah Kota Medan yang disusun BPKAD Kota Medan. 

 

Tabel 4.1 

Daftar Checklist 

 

No Uraian Pertanyaan Ya Tidak 

1 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

menyediakan informasi anggaran pendapatan 

terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran 

pendapatan yang telah ditetapkan dalam satu 

periode  

 

 

2 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

menyediakan informasi anggaran belanja terealisasi 

yang dibandingkan dengan anggaran belanja yang 

telah ditetapkan dalam satu periode  

 

 

3 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

menyediakan informasi anggaran transfer 

terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran 

transfer yang telah ditetapkan dalam satu periode  

 

 

4 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

menyediakan informasi anggaran surplus/defisit 

terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran 
 
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surplus/defisit yang telah ditetapkan dalam satu 

periode  

5 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

menyediakan informasi anggaran pembiayaan 

terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran 

pembiayaan yang telah ditetapkan dalam satu 

periode  

 

 

6 Laporan realisasi anggaran disusun sekurang-

kurangnya sekali dalam setahun oleh pihak Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan  
 

 

7 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

mengklasifikasikan pos-pos pendapatan   
 

8 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

mengklasifikasikan pos-pos belanja   
 

9 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

mengklasifikasikan pos-pos transfer   
 

10 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

mencatat pos surplus/defisit-LRA   
 

11 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

mengklasifikasikan pos-pos penerimaan 

pembiayaan 
 

 

12 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

mengklasifikasikan pos-pos pengeluaran 

pembiayaan  
 

 

13 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

mengklasifikasikan pos pembiayaan neto   
 

14 Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan 

mencatat pos sisa lebih/kurang pembiayaan 

anggaran (SiLPA/SiKPA)  
 

 

15 Pada akhir periode pelaporan sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran dipindahkan ke laporan 

perubahan saldo anggaran lebih. 
 

 

 

 Cara perhitungan untuk mendapatkan persentase tingkat kesesuaian 

dengan menggunakan Rumus Dean J. Champion adalah: 

Persentase =   Jumlah jawaban “Ya” x 100%  

     Jumlah Pertanyaan 

Berdasarkan hasil dari indikator diatas, maka jawaban “Ya” sebanyak 

15 jawaban dan jawaban “Tidak” sebanyak 0 jawaban dari total 15 

pertanyaan. Adapun persentase jawaban tersebut yaitu : 
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Persentase jawaban “Ya”  =  15  x 100%  

      15 

           = 100% 

Persentase jawaban “Tidak”  =  0  x 100%  

      15 

         = 0% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka persentase yang diperoleh 

dari jawaban diatas ialah 100% buat kesesuaian pelaksanaan standar akuntansi 

pemerintah, penulis menarik kesimpulan kalau pelaksanaan PSAP No 02 PP 

No 71 Tahun 2010 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota 

Medan telah dinilai sangat baik. Meskipun penyajian laporan realisasi 

anggaran masih mengalami beberapa kendala dan masalah dalam proses 

penyusunan serta pencapaiannya yang disebabkan karena sistem yang masih 

baru dan sering error serta pandemi covid-19 yang masih mewabah, hal itu 

tidak mempengaruhi proses penerapan PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 

2010 di lingkungan pemerintah kota medan. 

C. Pembahasan Penelitian 

Berikut merupakan ulasan dari hasil analisis diatas bersumber pada 

rumusan masalah : 

1. Penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Medan 

Berdasarkan hasil analisis laporan realisasi anggaran diatas maka dapat 

diketahui penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sudah sangat baik, dimulai dengan 

menyediakan informasi realisasi pendapatan-LRA yang dibandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos pendapatannya, menyediakan 

informasi belanja yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode 

beserta pos-pos belanjanya, menyediakan informasi transfer yang 
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dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos-pos 

transfer, menyediakan informasi surplus/defisit-LRA yang dibandingkan 

dengan anggarannya dalam satu periode beserta pos surplus/defisit LRA dan 

menyediakan informasi pembiayaan yang dibandingkan dengan anggarannya 

dalam satu periode beserta pos-pos pembiayaannya. 

Proses penyusunan LRA kota medan dilaksanakan setiap bulan dan 

kemudian diakumulasikan pada setiap akhir periode akuntansi, hal ini 

dilakukan agar anggaran yang sudah ditetapkan bisa dikontrol sebaik mungkin 

serta pada akhir periode pelaporan SiLPA dan SiKPA dipindahkan ke laporan 

perubahan saldo anggaran lebih. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LRA ini adalah 

orang-orang yang berkompeten dibidangnya dimulai bendahara pengeluaran, 

kasubbag keuangan dan kepala masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di kota medan. Sedangkan di BPKAD sendiri yang terlibat 

adalah bidang akuntansi dan bidang perbendaharaan. 

Meskipun dalam proses penyajian Laporan Realisasi Anggaran 

Pemerintah Kota Medan masih mengalami beberapa kendala dan masalah 

dalam proses penyusunan serta pencapaiannya yang disebabkan karena sistem 

yang sering error dan pandemi covid-19 yang masih mewabah, hal itu tidak 

mempengaruhi proses penerapan PSAP No. 02 PP Nomor 71 Tahun 2010 di 

lingkungan pemerintah kota medan. 

 

2. Kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun BPKAD Kota 

Medan dengan PSAP Nomor 02 dalam PP Nomor 71 tahun 2010 

Perolehan hasil perhitungan menggunakan teknik analisis dengan 

daftar checklist yang memakai rumus Dean J. Champion memperoleh nilai 

sebesar 100%. Hal ini berarti laporan realisasi anggaran pemerintah kota 

medan yang disusun BPKAD Kota medan (lihat lampiran 1) sudah sesuai 

dengan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 tahun 2010 (lihat lampiran 2). Tingkat 

kesesuaian ini diperoleh menggunakan 15 indikator penelitian (lihat tabel 4.1), 

adapun indikator yang pertama yaitu informasi anggaran pendapatan 
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terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang telah 

ditetapkan dalam satu periode, hasil riset di BPKAD Kota Medan 

menampilkan laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan pada 

indikator pertama telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang 

berlaku yaitu PSAP Nomor 02. 

Selanjutnya pada indikator kedua yaitu informasi anggaran belanja 

terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan 

dalam satu periode, bersumber pada hasil riset di BPKAD Kota Medan bisa 

dilihat jika analisis laporan laporan realisasi anggaran Kota Medan pada 

indikator kedua yakni informasi realisasi belanja yang dibandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode telah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02. 

Pembahasan dilanjutkan dengan indikator ketiga yaitu informasi 

anggaran transfer terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran transfer 

yang telah ditetapkan dalam satu periode, bersumber pada hasil riset di 

BPKAD Kota Medan bisa dilihat jika analisis laporan realisasi anggaran 

pemerintah kota medan pada indikator ketiga telah sesuai dengan PSAP No.02 

yang adalah standar acuan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran 

pemerintah daerah. 

Pada indikator keempat mengenai informasi anggaran surplus/defisit 

terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran surplus/defisit yang telah 

ditetapkan dalam satu periode menampilkan kalau analisis laporan realisasi 

anggaran pemerintah Kota Medan pada indikator keempat telah sesuai dengan 

PSAP No. 02 yang adalah standar yang berlaku untuk menyusun laporan 

realisasi anggaran pemerintah daerah.  

Indikator kelima mengulas tentang informasi anggaran pembiayaan 

terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran pembiayaan yang telah 

ditetapkan dalam satu periode. Dari hasil riset di BPKAD Kota Medan 

menampilkan kalau analisis laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota 

Medan pada indikator kelima telah sesuai dengan PSAK Nomor 02. 
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Pada indikator keenam membahas tentang periode pelaporan. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada laporan realisasi anggaran 

pemerintah Kota Medan menampilkan kalau laporan realisasi anggaran 

disusun setiap bulan untuk kemudian diakumulasikan setiap akhir tahun. Hal 

ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 yang mengharuskan setiap SKPD 

meyusun laporan realisasi anggaran paling lambat disusun setelah 6 bulan 

setelah periode berakhir. 

Selanjutnya pada indikator ketujuh yaitu LRA mengklasifikasikan pos-

pos pendapatan. Dari hasil riset di BPKAD Kota Medan bisa dilihat kalau 

analisis laporan realisasi anggaran Kota Medan pada indikator ketujuh yaitu 

LRA mengklasifikasikan pos-pos pendapatan yang terdiri dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) - LRA, Pendapatan Transfer – LRA dan Lain-lain 

Pendapatan yang Sah - LRA telah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02. 

Pembahasan dilanjutkan indikator kedelapan yaitu mengklasifikasikan 

pos-pos belanja, dari hasil riset di BPKAD Kota Medan bisa ditarik 

kesimpulan kalau analisis laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan 

pada indikator kedelapan telah sesuai dengan PSAP No.02 yang adalah 

standar acuan dalam penyusunan LRA kabupaten/kota dengan menyajikan 

pos-pos yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak 

Terduga. 

Pada indikator kesembilan mengenai LRA mengklasifikasikan pos-pos 

transfer menunjukkan bahwa analisis laporan realisasi anggaran pemerintah 

Kota Medan pada indikator kesembilan telah sesuai dengan PSAP No. 02 

yang merupakan standar yang berlaku untuk menyusun laporan realisasi 

anggaran pemerintah daerah. 

Indikator kesepuluh mengenai LRA mencatat pos surplus/defisit 

menunjukkan bahwa analisis laporan realisasi anggaran pemerintah Kota 

Medan pada indikator kesepuluh telah sesuai dengan PSAP No. 02 yang 

merupakan standar yang berlaku untuk menyusun laporan realisasi anggaran 

pemerintah daerah. 
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Selanjutnya pada indikator kesebelas yaitu LRA mengklasifikasikan 

pos-pos penerimaan pembiayaan. Dari hasil riset di BPKAD Kota Medan bisa 

dilihat kalau analisis laporan realisasi anggaran Kota Medan pada indikator 

kesebelas yaitu LRA mengklasifikasikan pos-pos penerimaan pembiayaan 

yang terdiri dari Penggunaan SiLPA dan Koreksi SiLPA telah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02. Meskipun 

dalam PSAP Nomor 02 pos-pos penerimaan pembiayaan juga terdapat pos 

Pencairan Dana Cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

penerimaan pinjaman dalam negeri dan penerimaan kembali pinjaman kepada 

perusahaan negara, perusahaan daerah serta pemerintah daerah lainnya tapi hal 

tersebut tidak menjadi masalah karena pemerintah kota medan sendiri tidak 

melakukan transaksi penerimaan pembiayaan kepada negara, perusahaan 

maupun pemerintah daerah lainnya dalam 5 tahun terakhir. 

Pembahasan dilanjutkan pada indikator kedua belas yaitu LRA 

mengklasifikasikan pos-pos pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan analisis 

laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan pada indikator keduabelas 

dapat diketahui bahwa terdapat pos penerimaan pembiyaan seperti Penyertaan 

Modal/Investasi. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah 

yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02. Meskipun dalam PSAP Nomor 02 pos-

pos pengeluaran pembiayaan juga terdapat pembayaran pokok pinjaman 

dalam negeri dan pemberian pinjaman kepada perusahaan negara, daerah atau 

pemerintah daerah lainnya tapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena 

pemerintah kota medan sendiri tidak melakukan transaksi pengeluaran 

pembiayaan kepada negara, daerah atau pemerintahan daerah lainnya dalam 5 

tahun terakhir. 

Indikator ketiga belas mengenai LRA mencatat pos pembiayaan neto. 

LRA pemerintah kota medan sudah mencatat pos pembiayaan neto sebagai 

salah satu pos yang terdapat dalam LRA, hal ini menunjukkan bahwa LRA 

pemerintah kota medan sudah cocok dengan Standar Akuntansi Pemerintah 

yang berlaku yaitu PSAP Nomor 02 yang menjadi acuan dalam pencatatan 

laporan realisasi anggaran pemerintah daerah di Indonesia. 
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Selanjutnya indikator keempat belas mencatat pos sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Dalam hal ini LRA pemerintah kota 

medan sudah mencatat pos sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

(SiLPA/SiKPA) sebagai salah satu pos dalam LRA, ini menunjukkan bahwa 

LRA pemerintah kota medan sudah cocok dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah yang berlaku saat ini yaitu PSAP Nomor 02. 

Yang terakhir adalah indikator kelima belas yang membahas mengenai 

sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dipindahkan ke laporan perubahan 

saldo anggaran lebih.  Dalam hal ini LRA pemerintah kota medan sudah 

memindahkan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran ke laporan perubahan 

saldo anggaran lebih, ini menunjukkan bahwa pemerintah kota medan sudah 

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku saat ini dengan baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bersumber pada hasil riset serta pembahasan yang dibahas pada bab 

sebelumnya mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 

(PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Medan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 02, dilakukan 

sesuai peraturan yang berlaku serta sudah menyajikan unsur-unsur laporan 

realisasi anggaran, dimulai dengan menyediakan informasi anggaran 

pendapatan terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang 

telah ditetapkan dalam satu periode beserta pos-pos pendapatannya, 

menyediakan informasi anggaran belanja terealisasi yang dibandingkan 

dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satu periode beserta 

pos-pos belanjanya, menyediakan informasi anggaran transfer terealisasi yang 

dibandingkan dengan anggaran transfer yang telah ditetapkan dalam satu 

periode beserta pos-pos transfer, menyediakan informasi anggaran 

surplus/defisit terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran surplus/defisit 

beserta pos surplus/defisit LRA dan yang terakhir menyediakan informasi 

anggaran pembiayaan terealisasi yang dibandingkan dengan anggaran 

pembiayaan yang telah ditetapkan dalam satu periode beserta pos-pos 

pembiayaannya. Meskipun dalam proses penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran Pemerintah Kota Medan masih mengalami beberapa kendala dan 

masalah dalam proses penyusunan serta pencapaiannya yang disebabkan 

karena sistem yang sering error dan pandemi covid-19 yang masih mewabah 

di Indonesia, hal itu tidak mempengaruhi proses penerapan PSAP Nomor 02 

dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 di lingkungan pemerintah kota medan. 

2. BPKAD Kota Medan sudah mempraktikkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang 

termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 
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Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Hasil perhitungan memakai metode 

analisis dengan daftar checklist yang memakai rumus Dean J. Champion 

memperoleh nilai sebesar 100%. Hal ini berarti laporan realisasi anggaran 

pemerintah kota medan yang disusun BPKAD Kota medan sudah sesuai 

dengan PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 tahun 2010. Tingkat kesesuaian ini 

diperoleh menggunakan 15 indikator penelitian. Ini mengindikasikan bahwa 

penerapan PSAP Nomor 02 di lingkungan Pemerintah Kota Medan dinilai 

sangat baik. 

 

B. Saran 

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan diharapkan terus 

selaras ketika melakukan penyusunan LRA dan terus mengikuti perubahan-

perubahan peraturan penyajian laporan keuangan terkhusus PSAP Nomor 02 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang bisa saja 

terjadi kapanpun, ini dilakukan agar laporan yang disusun tidak bias dan 

berguna bagi siapapun para pengguna laporan. 

2. Sebaiknya aparatur BPKAD Kota Medan segera melakukan Bimbingan 

Teknis (BIMTEK) terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang 

baru diterapkan di seluruh SKPD di Indonesia agar sumber daya manusia yang 

terlibat langsung dalam pengerjaan yang mengharuskan untuk menggunakan 

SIPD tidak gagap serta jumlah aparatur yang digunakan dalam penyusunan 

LRA bisa diminimalkan agar aparatur yang lain bisa bekerja sesuai dengan 

tupoksi awalnya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : 

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2020 
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Lampiran 2 :  

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam PSAP Nomor 02 

PP Nomor 71 tahun 2010 
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Lampiran 3 :  

Daftar Wawancara 

DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Apakah seluruh aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Medan menguasai pencatatan akuntansi pemerintahan? 

2. Menurut bapak, apa fungsi laporan realisasi anggaran ini pak?  

3. Bagaimana prosedur yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Medan ketika menyusun serta menyajikan LRA pemerintah kota 

medan?  

4. Apakah ada hambatan dalam penyusunan LRA Pemerintah Kota Medan ini? 

5. Apakah dengan diterapkannya SIPD membuat penyusunan laporan realisasi 

anggaran mengalami kendala? 

6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaporan LRA Pemko 

Medan?  

7. Kapan serta berapa kali Pemerintah Kota Medan melakukan pelaporan LRA?  

8. Apakah LRA Pemko Medan menyediakan informasi dan pos-pos pendapatan?  

9. Apakah LRA Pemko Medan menyediakan informasi dan pos-pos belanja?  

10. Apakah LRA Pemko Medan menyediakan informasi dan pos-pos transfer?  

11. Apakah LRA Pemko Medan menyediakan informasi dan pos surplus/defisit?  

12. Apakah LRA Pemko Medan menyediakan informasi dan pos-pos penerimaan 

pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan?  

13. Apakah pada akhir periode jika ada silpa atau sikpa dipindahkan ke laporan 

perubahan saldo anggaran lebih?  
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14. Untuk pencatatan pendapatan, apakah dilaksanakan berdasarkan asas bruto? 

Yaitu dengan mencatat jumlah semua penerimaan dan tidak mencatat jumlah 

netonya (setelah dikonpensasikan dengan pengeluarannya)  

15. Jadi menurut bapak, apakah dalam penyusunan LRA Pemerintah Kota Medan 

sudah efisien, efektif, dan hemat pak?  

16. Basis akuntansi apa yang digunakan dalam menyusun LRA Pemerintah Kota 

Medan pak?  

17. Apakah pelaporan LRA Pemerintah Kota Medan sudah dilakukan secara 

transparan dan informasi tentang LRA mudah untuk diketahui masyarakat 

ataupun pihak yang berkepentingan pak?  
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Lampiran 4 :  

Dokumentasi Wawancara  
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Lampiran 5 :  

Surat Keterangan Riset 
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